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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia 

supaya kamu menetapkannya dengan adil.” 

(Q.S. An Nissa: 58) 
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Abstract 

This research focuses on the analysis of the legal position of subcontractors in the 

Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) which is submitted by creditors, when 
the subcontractor does not have a direct legal relationship with the project owner. This 

problem arises due to in construction practice, subcontractors are often in a weak legal 
position even though they have completed the work, but do not receive payment from the 

contractor who in fact has not received payment from the project owner. The purpose of 

this research is to examine the legal basis that can strengthen the position of subcontractors 
as creditors in PKPU applications and to assess the relevance of the application of the 

derdenbeding principle and John Rawls's theory of justice which carries the concept of 
justice as fairness in the context of legal protection for vulnerable parties. The research 

method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case approach, 

supported by an analysis of several related court decisions. The results of the study indicate 

that although formally the subcontractor does not have a direct contractual relationship 

with the project owner, its position can be recognized as another creditor if there is an 
accessory contract from the main/principal contract between the contractor and the project 

owner, but in order to avoid legal debate regarding the legal position of the subcontractor, 

it is appropriate to have a contract that explicitly provides the right to demand the 
implementation of obligations to the project owner based on the concept of derdenbeding. 

This finding confirms that PKPU does not only function as a debt settlement mechanism, 

but also as an instrument of economic justice distribution that is able to protect 

subcontractors as the most vulnerable party in the construction business chain. 

Keywords: Subcontractors, PKPU, Creditors, Accessory, Derdenbeding. 

Abstrak 

Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan hukum subkontraktor dalam Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor, ketika subkontraktor 

tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pemilik proyek. Permasalahan ini 

muncul karena dalam praktik konstruksi, subkontraktor sering kali berada dalam posisi 

yang lemah secara hukum meskipun telah menyelesaikan pekerjaan, tetapi tidak 

mendapatkan pelunasan pembayaran dari kontraktor yang notabene belum juga 

mendapatkan pembayaran dari pemilik proyek. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menelaah dasar hukum yang dapat memperkuat posisi subkontraktor sebagai kreditor 

dalam permohonan PKPU serta menilai relevansi penerapan prinsip derdenbeding dan 

teori keadilan John Rawls yang mengusung konsep justice as fairness (keadilan yang 

berasaskan kewajaran) dalam konteks perlindungan hukum bagi pihak yang rentan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap beberapa putusan 

pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formil 

subkontraktor tidak memiliki hubungan kontrak langsung dengan pemilik proyek, 

kedudukannya dapat diakui sebagai kreditor lainnya apabila terdapat adanya kontrak 

aksesori dari kontrak utama/pokok antara kontraktor dan pemilik proyek, namun guna 

menghindari perdebatan hukum mengenai kedudukan hukum subkontraktor tersebut, maka 

seyogianya perlu adanya kontrak yang secara eksplisit memberikan hak untuk menuntut 

pelaksanaan kewajiban kepada pemilik proyek berdasarkan konsep derdenbeding. Temuan 

ini menegaskan bahwa PKPU tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian 

utang, tetapi juga sebagai instrumen distribusi keadilan ekonomi yang mampu melindungi 

subkontraktor sebagai pihak yang paling rentan dalam rantai bisnis konstruksi. 

Kata-kata kunci: Subkontraktor, PKPU, Kreditor, Aksesori, Derdenbeding.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau dikenal dengan 

suspension of payment atau surseance van betaling, adalah waktu yang diberikan 

untuk melakukan penundaan kewajiban debitor kepada kreditor oleh hukum 

melalui putusan Hakim pada Pengadilan Niaga. Pada periode ini, kreditor dan 

debitor diberi kesempatan untuk berunding mengenai cara pembayaran utang, baik 

sebagian maupun seluruhnya, dan dapat mencakup restrukturisasi utang jika 

diperlukan.1 Pada dasarnya, PKPU bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai 

antara debitor dan para kreditor serta mencegah debitor yang sudah atau akan 

mengalami kesulitan keuangan dari pernyataan pailit. Namun, jika kesepakatan 

damai dalam proses PKPU tidak tercapai, maka debitor akan dinyatakan pailit oleh 

Pengadilan Niaga pada hari berikutnya.2 

Padahal, pengajuan PKPU bertujuan untuk menghindari status pailit yang 

biasanya berakhir pada likuidasi aset debitor. Terutama dalam konteks perusahaan, 

PKPU diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan kapasitas debitor untuk 

kembali meraih keuntungan. Dengan cara ini, debitor memiliki peluang lebih besar 

untuk melunasi seluruh utang yang menjadi kewajibannya.3 

 
1 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek (Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 

175. 
2 Sutan Remmy Syahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan (Pustaka Utama Grafiti, 2008), hlm. 328. 
3 Fred BG Tumbuan, Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alumni, 2001), hlm. 50. 
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Kewajiban atau utang dalam Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya dipahami 

sebagai setiap kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, 

tanpa terbatas pada perjanjian utang piutang saja. Kewajiban tersebut dapat timbul 

dari berbagai perjanjian lain, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim 

yang telah berkekuatan hukum tetap.4 Dalam pengertian yang lebih sempit, utang 

merujuk pada kewajiban yang muncul dari perjanjian antara debitor dan kreditor.5 

Dalam hal debitor mengalami kesulitan pembayaran utang-utangnya, 

ketentuan Undang-undang Kepailitan dan PKPU dibuat untuk melindungi hak-hak 

Kreditor ketika Debitor. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai 

isu hukum yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai posisi 

pihak-pihak tanpa hubungan hukum langsung dengan Debitor, seperti 

Subkontraktor. Dalam proses PKPU, umumnya Kreditor yang dapat mengajukan 

permohonan dan ikut serta dalam proses adalah pihak-pihak dengan hubungan 

kontraktual langsung dengan Debitor, atau pihak yang memiliki hak tagih sah 

berdasarkan perjanjian resmi. Di sisi lain, permasalahan juga muncul terkait dengan 

kedudukan hukum Subkontraktor dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap 

pemilik proyek. Sesuai dengan Undang-undang Kepailitan dan PKPU, permohonan 

PKPU dapat diajukan oleh Kreditor atau Debitor itu sendiri. Akan tetapi, kriteria 

yang diatur dalam Undang-undang tidak secara eksplisit membahas kedudukan 

pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan Debitor, 

 
4 Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan 

di Indonesia, Cetakan Kedua (Total Media, 2008), hlm. 55. 
5 Ibid. 
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seperti Subkontraktor (vide: Pasal 1 angka (2) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat 

(4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Hal ini 

menimbulkan dilema hukum bagi Subkontraktor yang ingin memperoleh haknya 

namun terhalang oleh ketentuan formal terkait hubungan hukum langsung dengan 

debitor. 

Di samping itu, dalam konteks teori hukum modern terdapat anggapan 

bahwa hukum seharusnya adaptif terhadap dinamika hubungan ekonomi dan sosial 

yang terjadi di masyarakat. Permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan 

untuk memperluas interpretasi pengertian Kreditor dalam PKPU agar mampu 

mengakomodasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi nyata meskipun 

tanpa hubungan kontraktual langsung. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum mengenai kedudukan 

Subkontraktor dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor, sehingga 

hukum dapat memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi semua pihak 

yang berhak atas pembayaran. 

Dalam hubungan hukum antara para pihak dalam praktik proyek konstruksi 

sering kali tidak hanya melibatkan dua pihak (pemilik proyek dan kontraktor 

utama), tetapi juga mencakup keterlibatan pihak ketiga, seperti subkontraktor. 

Hubungan hukum antara kontraktor utama dan subkontraktor ini terbentuk melalui 

suatu kontrak aksesori (accessoir),6 yaitu kontrak yang bergantung pada 

keberadaan dan keberlakuan kontrak utama dalam hal ini antara pemilik proyek 

(pemberi kerja) dan kontraktor utama (penerima kerja). Kontrak aksesori tidak 

 
6 Ibid, hlm. 31. 
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memiliki keberlakuan otonom, melainkan hanya timbul dan tetap eksis selama 

perjanjian utama berlangsung.7 Dengan demikian, kontrak subkontraktor bersifat 

pelengkap dan menunjang pelaksanaan kontrak utama, karena subkontraktor 

menjalankan bagian dari kewajiban kontraktor utama berdasarkan lingkup kerja 

yang ditetapkan dalam kontrak utama tersebut. Jika kontrak utama dibatalkan atau 

berakhir, maka keberlakuan kontrak aksesori (dalam hal ini kontrak subkontraktor) 

dapat pula berakhir atau setidaknya terganggu. 

Oleh karena itu, dalam menentukan posisi hukum subkontraktor, perlu 

dianalisis apakah terdapat hubungan hukum langsung antara subkontraktor dengan 

pemilik proyek, atau apakah tagihan yang timbul dari kontrak aksesori tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar kontrak aksesori. Hal ini 

menjadi penting, terutama dalam perkara PKPU atau kepailitan, yakni untuk 

memastikan apakah subkontraktor dapat dikualifikasikan sebagai kreditor dari 

pemilik proyek, ataukah hanya sebagai kreditor dari kontraktor utama, tergantung 

pada sejauh mana keterlibatan dan pengakuan pihak pemilik proyek terhadap 

pelaksanaan pekerjaan oleh subkontraktor tersebut. 

Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak 

menentukan secara eksplisit bahwa kreditor harus memiliki hubungan langsung 

dengan debitor. Pasal 1 angka 2, mendefinisikan kreditor sebagai “orang yang 

mempunyai piutang karena perjanjian atau karena undang-undang yang 

pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.” Dengan rumusan pasal tersebut, 

jelas bahwa hukum membuka ruang bagi klaim tagihan yang tidak terbatas hanya 

 
7 Ibid., hlm. 32. 
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pada hubungan kontraktual langsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

hubungan hukum tidak selalu harus bersifat langsung, melainkan dapat juga bersifat 

turunan, asalkan dapat dibuktikan secara hukum.  

Dalam kasus konkret penerapan atas interpretasi pasal di atas dapat 

ditemukan pada kasus permohonan PKPU oleh PT Tunas Jaya Sanur (Kontraktor 

Utama selaku Kreditor) terhadap PT Impiana Ubud Bali (Pemilik Proyek selaku 

Debitor) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor: 27/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, tanggal 6 Agustus 2024, 

yang dalam putusan a quo pada pokoknya menyatakan bahwa status subkontraktor 

(Umah Bali) yang merupakan usaha perorangan milik Bapak Gidion Ricky 

Wibowo, S.E., sebagai Kreditor lain dalam permohonan PKPU. Kasus ini 

menimbulkan perdebatan hukum, khususnya dalam konteks perjanjian lump-sum 

yang bersifat aksesori terhadap perjanjian utama antara pemilik proyek dan 

kontraktor utama. Permohonan PKPU diajukan dengan mendalilkan bahwa 

subkontraktor memiliki tagihan langsung terhadap pemilik proyek (in casu selaku 

debitor), akan tetapi debitor berkeberatan karena menilai bahwa subkontraktor tidak 

memiliki hubungan hukum langsung dengannya dan karena itu tidak memenuhi 

syarat sebagai kreditor sesuai Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang 

No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.8 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti 

dalam memperjelas status hukum Subkontraktor dalam PKPU yang diajukan oleh 

 
8 Putusan No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby (Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri Surabaya Agustus 2024), hlm. 22-23, 56. 
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Kreditor kepada Pemilik Proyek dalam konteks Undang-Undang RI No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan 

dapat menawarkan perspektif hukum yang lebih adaptif dan inklusif dalam 

menghadapi tantangan hukum dalam dunia bisnis dan ekonomi yang kompleks. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apa sebenarnya makna “debitor memiliki dua kreditor atau lebih” dalam 

persyaratan permohonan PKPU? 

2. Apakah Sub Kontraktor yang notabene tidak memiliki hubungan hukum 

kontraktual secara langsung dengan Pemilik Proyek (in casu Debitor) dapat 

diterima sebagai Kreditor lainnya dalam perkara Permohonan PKPU yang 

diajukan oleh Kontraktor (in casu sebagai Kreditor asal)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menggali norma dan doktrin terhadap makna “debitor memiliki dua 

kreditor atau lebih” dalam persyaratan permohonan PKPU. 

2. Untuk menganalisis kasus apakah Subkontraktor yang notabene tidak memiliki 

hubungan hukum kontraktual secara langsung dengan Pemilik Proyek (in casu 

Debitor) dapat diterima sebagai Kreditor lainnya dalam Permohonan PKPU 

yang diajukan oleh Kontraktor (in casu sebagai Kreditor asal). 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum mengenai 

norma dan doktrin terhadap apa sebenarnya makna “debitor memiliki dua 

kreditor atau lebih” dalam persyaratan permohonan PKPU. 

2. Secara praktis, memperoleh pengetahuan terkait adanya studi kasus terhadap 

kedudukan Subkontraktor dalam pengajuan Permohonan PKPU oleh Kreditor 

kepada Pemilik Proyek agar mampu mengakomodasi pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan ekonomi nyata meskipun tanpa hubungan kontraktual 

langsung, sehingga hukum dapat memberikan perlindungan yang adil dan 

efektif bagi semua pihak yang berhak atas pembayaran. 

 

E. Keaslian Penelitian/Orisinalitas 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan etis terhadap orisinalitas 

penelitian ini, penting untuk menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang 

topiknya serupa. Adapun mengenai penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

No. Nama Penulis Penelitian Keterangan 

1. HERMANTO, 

Program Studi 

Magister Ilmu 

Hukum 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Sriwijaya. 

Tesis, Tahun 2021, 

berjudul: 

“Tanggungjawab 

Hukum Sub-

Penyedia Jasa yang 

Tidak Masuk dalam 

Kontrak Kerja 

Konstruksi (Studi 

Kasus Putusan No. 

25/Pdt.G/2018/PN.

Cirebon).” 

Permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Bagaimana pengaturan tanggung 

jawab hukum Sub-Penyedia Jasa 

dalam Kontrak Kerja Konstruksi 

berdasarkan Undang-undang No. 2 

Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi?  

b. Bagaimana kedudukan hukum Sub-

Penyedia Jasa dalam kontrak 

konstruksi menurut Putusan No. 

25/Pdt.G/2018/PN.Cirebon?  
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c. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum 

Sub Penyedia Jasa berdasarkan 

Undang-undang No. 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi? 

Adapun peristiwa hukum yang terjadi 

pada Putusan No. 25/Pdt.G/2018/ 

PN.Cirebon tentang Pekerjaan 

Peningkatan Jalan, Jembatan, 

Trotoarisasi, Drainase Tepi Jalan di 

Wilayah Kecamatan Kesambi dan 

Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, di 

mana dalam Undang-undang No. 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

telah mengatur dengan jelas kedudukan 

hukum bagi Sub-Penyedia Jasa dalam 

Kontrak Konstruksi. Apabila Sub-

Penyedia Jasa dimasukan didalam 

kontrak konstruksi, maka terlebih 

dahulu harus meminta persetujuan dari 

Pengguna Jasa. 

2. NADHIFA 

KHAIRUNNI

SA, Magister 

Hukum 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Pelita 

Harapan. 

Tesis, Tahun 2021, 

berjudul: 

“Mekanisme 

hukum atas 

pembuktian 

sederhana pada 

permohonan 

penundaan 

kewajiban 

pembayaran utang 

(studi Terhadap 

putusan PKPU dari 

tahun 2018-

2020).” 

 

Penelitian tesis ini membahas 

bagaimana mekanisme pembuktian 

sederhana diterapkan dalam 

permohonan PKPU menurut Undang-

Undang Kepailitan dan PKPU (UUK-

PKPU), khususnya dalam perkara-

perkara yang berlangsung antara tahun 

2018 hingga 2020. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keberhasilan 

permohonan PKPU sangat ditentukan 

oleh kemampuan Pemohon dalam 

membuktikan secara sederhana adanya 

utang yang telah jatuh tempo dan dapat 

ditagih. Jika pembuktian sederhana 

tersebut dapat dipenuhi, maka 

permohonan akan dikabulkan oleh 

Majelis Hakim. Sebaliknya, apabila 

bukti yang diajukan tidak cukup atau 

tidak meyakinkan, maka permohonan 

akan ditolak. Dengan demikian, 

kekuatan pembuktian dan kelengkapan 

keterangan yang disampaikan oleh 

Pemohon atau kuasanya menjadi faktor 

kunci dalam pertimbangan hakim. 
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Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa 

penelitian sebagaimana tabel di atas merupakan:  

1. Tesis yang berasal dari studi kasus putusan perkara gugatan perdata di 

Pengadilan Negeri Cirebon, dimana terkait dengan tanggung jawab hukum Sub 

Penyedia Jasa berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi; dan  

2. Tesis yang berasal dari studi terhadap putusan PKPU dari tahun 2018-2020 

mengenai hal yang umum terkait pembuktian sederhana dalam perkara 

PKPU.  

Penelitian ini jelas memiliki perbedaan dengan kedua penelitian 

sebagaimana tersebut karena peneliti senyatanya terkait dan berfokus pada perkara 

Permohonan PKPU oleh pihak Kreditor yang dalam hal ini dikabulkan oleh Majelis 

Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusannya 

Nomor: 27/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, tanggal 6 Agustus 2024. Riset ini 

terutama untuk mendalami dua pertanyaaan hukum, yaitu:  

1. Apa sebenarnya makna “debitor memiliki dua kreditor atau lebih” dalam 

persyaratan permohonan PKPU; 

2. Apakah Sub Kontraktor yang notabene tidak memiliki hubungan hukum 

kontraktual secara langsung dengan Pemilik Proyek (in casu Debitor) dapat 

diterima sebagai Kreditor lainnya dalam perkara Permohonan PKPU yang 

diajukan oleh Kontraktor (in casu sebagai Kreditor asal), dan apakah hubungan 

hukum itu dapat dibuktikan secara sederhana.
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F. Kajian Teori 

1. Teori Keadilan John Rawls 

Teori keadilan John Rawls merupakan salah satu pilar utama dalam filsafat 

politik dan hukum modern. A Theory of Justice (1971) adalah karyanya yang 

terkenal, teori tersebut didasarkan pada keadilan yang berasaskan kewajaran 

(justice as fairness) yang mengandung dua prinsip utama yakni disebut sebagai 

prinsip kebebasan yang setara (equal liberty principle); dan  prinsip perbedaan 

(difference principle). Prinsip kebebasan yang setara (equal liberty principle) 

menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, 

seperti kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul, dan 

kebebasan beragama. Rawls percaya bahwa kebebasan-kebebasan ini tidak boleh 

diabaikan atau dikurangi, kecuali untuk melindungi kebebasan yang sama bagi 

orang lain.9 

Sementara itu, prinsip perbedaan (difference principle) menyatakan bahwa 

ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika mereka memberikan 

keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Rawls 

memahami bahwa ketidaksetaraan adalah hal yang tak terhindarkan dalam 

masyarakat, namun ia menekankan bahwa ketidaksetaraan tersebut hanya adil jika 

mereka memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan kelompok yang 

paling miskin dan marginal.10 

 
9 John Rawls, A Theory of Justice= Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara (Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 65-75. 
10 Ibid. 
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Konsep kebebasan dan kesetaraan ini relevan secara mendalam dengan 

sistem hukum modern, di mana hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan 

pilar utama dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan publik serta putusan 

hakim. Prinsip-prinsip ini juga memunculkan debat tentang bagaimana 

menyeimbangkan hak individu dengan tanggung jawab sosial, terutama dalam hal 

distribusi kekayaan dan kesempatan. 

John Rawls mengajukan dua tujuan utama dalam teori keadilannya. 

Pertama, teori ini bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar keadilan yang 

menjadi landasan dan penjelasan untuk berbagai keputusan moral yang diambil 

dalam konteks tertentu. “Keputusan moral” di sini mengacu pada evaluasi moral 

yang kita lakukan dan yang dapat memengaruhi tindakan sosial kita. Keputusan 

moral yang dipertimbangkan dengan baik menunjukkan adanya pemikiran 

mendalam dalam evaluasi tersebut. Kedua, Rawls ingin mengembangkan teori 

keadilan sosial yang lebih baik daripada teori utilitarianisme yang ia sebut sebagai, 

“utilitarianisme rata-rata.” Menurut pandangan ini, suatu institusi sosial dianggap 

adil jika tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan dan manfaat secara 

keseluruhan. Sementara itu, utilitarianisme rata-rata mengukur keadilan institusi 

sosial berdasarkan kemampuannya dalam memaksimalkan keuntungan rata-rata per 

orang. Pada kedua versi utilitarianisme ini, “keuntungan” diartikan sebagai 

kepuasan atau manfaat yang dihasilkan dari berbagai pilihan. Rawls berpendapat 

bahwa dasar kebenaran dalam teorinya membuatnya lebih unggul daripada kedua 
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bentuk utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia ajukan dianggap 

lebih baik dalam menjelaskan keputusan moral terkait keadilan sosial.11 

Konsep kunci dari teori Rawls adalah posisi asali (original position), yaitu 

situasi hipotetis di mana individu-individu membuat keputusan tentang aturan-

aturan dasar masyarakat. Dalam posisi asali, setiap individu berada di bawah veil of 

ignorance (tabir ketidaktahuan), di mana mereka tidak mengetahui status sosial, 

ekonomi, atau karakteristik pribadi mereka. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa keputusan-keputusan yang diambil akan adil dan tidak dipengaruhi oleh 

kepentingan pribadi.12 

Rawls mengusulkan bahwa untuk memastikan keadilan, para pembuat 

kebijakan harus membayangkan diri mereka berada di dalam posisi asali (original 

position), di mana mereka mengambil keputusan mengenai aturan dan prinsip-

prinsip masyarakat tanpa mengetahui status sosial, ekonomi, atau karakteristik 

pribadi mereka. Dengan kata lain, mereka tidak tahu apakah mereka akan menjadi 

kaya atau miskin, berbakat atau tidak, kuat atau lemah di dalam masyarakat yang 

mereka desain.13 

Dalam posisi asali ini, individu-individu mengambil keputusan di balik 

“tirai ketidaktahuan” (veil of ignorance), yaitu suatu keadaan di mana mereka tidak 

mengetahui status sosial, kemampuan, bakat, atau posisi ekonomi mereka di dunia 

nyata. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang disepakati 

 
11 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” Jurnal TAPIs 9, no. 2 (2013), 

https://dx.doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589, hlm. 32-33. 
12 Rawls, A Theory of Justice= Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, hlm. 19-25. 
13 Samuel Freeman, Justice and the Social Contract: Essays on Rawlsian Political 

Philosophy (Oxford University Press, 2007), hlm. 45-46. 



 

 

 

13 

benar-benar adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau bias sosial. 

Rawls menekankan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang 

memaksimalkan kebebasan individu tanpa mengabaikan kesetaraan sosial. 

Konsep ini penting dalam konteks hukum karena memberikan alat untuk 

menghindari bias dan konflik kepentingan dalam pembuatan kebijakan. Para 

pembuat undang-undang, hakim, dan pengambil keputusan lainnya harus bertindak 

seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi 

diri mereka sendiri atau kelompok mereka. Hal ini dapat mendorong mereka untuk 

membuat aturan yang adil bagi semua orang, termasuk mereka yang berada di posisi 

terlemah dalam masyarakat.14 

Dalam bidang hukum, veil of ignorance dapat diinterpretasikan sebagai alat 

untuk memastikan bahwa kebijakan hukum dan pengambilan keputusan tidak 

hanya menguntungkan kelompok kaya atau berkuasa. Sebaliknya, kebijakan 

tersebut harus mempertimbangkan dampak terhadap semua kelompok masyarakat, 

termasuk mereka yang kurang beruntung. Misalnya, dalam kasus pengambilan 

keputusan mengenai hukum bisnis atau kebijakan kesejahteraan sosial, konsep ini 

dapat menjadi pedoman untuk merancang kebijakan yang adil dan merata. 

Teori Rawls dapat dianalisis lebih jauh dari perspektif: ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi dengan uraian berikut ini. Ontologi adalah cabang 

filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas. Dalam konteks 

teori hukum John Rawls, pertanyaan ontologis yang muncul adalah: “Apa hakikat 

 
14 Thomas Pogge, World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and 

Reforms (Polity Press, 2007), hlm. 50. 
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keadilan dan bagaimana ia ada dalam sistem sosial?” Rawls mendasarkan teorinya 

pada kontrak sosial, di mana individu yang berada dalam posisi asali (original 

position) dan di balik veil of ignorance sepakat pada prinsip-prinsip keadilan.15 

Ontologi Rawls bersifat normatif. Artinya, ia tidak mendeskripsikan apa yang “ada” 

dalam masyarakat secara empirik, melainkan apa yang “seharusnya ada.” Bagi 

Rawls, keadilan adalah struktur moral ideal yang harus diusahakan dalam 

masyarakat. Hal ini mencerminkan pandangan konstruktivis bahwa realitas sosial 

dan hukum adalah sesuatu yang dapat dibentuk oleh manusia melalui kesepakatan 

dan prinsip-prinsip yang adil.16 

John Rawls meletakkan keadilan sebagai suatu struktur dasar masyarakat 

yang mencakup institusi-institusi politik, sosial, dan ekonomi yang 

mendistribusikan hak-hak dasar, tugas-tugas, serta keuntungan sosial dan 

ekonomi.17 Ontologi Rawls menekankan bahwa masyarakat yang adil dibangun 

melalui institusi yang mengimplementasikan prinsip keadilan secara menyeluruh. 

Dalam konteks hukum, ontologi ini berarti bahwa hukum bukan hanya sekedar alat 

untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan. Hukum 

yang baik adalah hukum yang mempromosikan keadilan sosial dengan memastikan 

bahwa semua orang, terutama yang kurang beruntung, mendapat manfaat dari 

ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat.18 

 
15 Rawls, A Theory of Justice= Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, hlm. 19-25. 
16 Samuel Freeman, Rawls (Routledge, 2007), hlm. 75. 
17 Rawls, A Theory of Justice= Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, hlm. 7-8. 
18 Norman Daniels, Reading Rawls: Critical Studies on Rawls’ “A Theory of Justice” 

(Stanford University Press, 1989), hlm. 22. 
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Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan, bagaimana kita mengetahui 

sesuatu, dan bagaimana kita membenarkan klaim pengetahuan. Dalam teori hukum 

Rawls, pertanyaan epistemologis yang utama adalah: “Bagaimana kita mengetahui 

prinsip-prinsip keadilan yang benar?” Epistemologi Rawls mengandalkan 

pendekatan kontraktualis, yang berarti prinsip-prinsip keadilan adalah hasil dari 

kesepakatan hipotetis yang dibuat oleh individu-individu dalam posisi asali. Rawls 

berasumsi bahwa individu yang berada di balik veil of ignorance akan memiliki 

informasi yang cukup untuk membuat keputusan rasional tentang prinsip-prinsip 

keadilan.19 Oleh karena itu, pengetahuan tentang keadilan bukanlah sesuatu yang 

ditemukan melalui observasi empiris, tetapi melalui proses refleksi moral dan 

rasionalitas.20 

Prinsip-prinsip yang dipilih oleh individu di balik veil of ignorance 

dianggap sebagai prinsip yang benar karena mereka bebas dari bias pribadi atau 

kepentingan kelompok. Rawls meyakini bahwa setiap orang yang berpikir secara 

rasional dalam posisi asali akan memilih prinsip kebebasan yang setara dan prinsip 

perbedaan untuk memastikan keadilan bagi yang paling kurang beruntung.21 

Dengan demikian, epistemologi Rawls bersifat rasionalis, di mana kebenaran 

tentang keadilan tidak didasarkan pada pengalaman empiris, akan tetapi pada 

pemikiran moral yang mendalam. Dalam konteks hukum, epistemologi Rawls 

memberikan pengertian bahwa hukum yang adil adalah hukum yang dapat diterima 

 
19 Rawls, A Theory of Justice= Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, hlm. 164-171. 
20 Freeman, Rawls, hlm. 6-7. 
21 Rawls, A Theory of Justice= Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, hlm. 65-75. 
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secara rasional oleh semua anggota masyarakat jika mereka berada di posisi asali. 

Hukum yang benar harus dibenarkan secara moral, bukan hanya didasarkan pada 

tradisi atau kekuatan otoritas.22 

Aksiologi adalah studi tentang nilai, khususnya mengenai apa yang 

dianggap baik atau berharga. Dalam teori hukum Rawls, pertanyaan aksiologis 

utama adalah: “Nilai-nilai apa yang harus dijunjung dalam sistem hukum yang 

adil?” Dalam model John Rawls, nilai yang paling utama adalah keadilan. Menurut 

Rawls, keadilan adalah “keutamaan pertama” dalam struktur sosial, seperti halnya 

kebenaran adalah keutamaan pertama dalam sistem berpikir.23 Artinya, bahwa 

keadilan memiliki kedudukan tertinggi dan tidak dapat dikompromikan demi 

efisiensi atau keuntungan material. 

Dua prinsip keadilan yang diajukan Rawls, yakni: prinsip kebebasan yang 

setara (the equal liberty principle), dan prinsip perbedaan (the difference principle), 

mencerminkan 2 (dua) nilai fundamental yaitu kebebasan dan kesetaraan. The equal 

liberty principle menunjukkan bahwa kebebasan individu adalah nilai yang harus 

dilindungi dalam sistem hukum.24 Setiap orang berhak atas hak-hak dasar yang 

sama, dan nilai ini harus dijunjung tinggi dalam kebijakan publik dan sistem hukum. 

Penghormatan terhadap hak-hak individu menjadi nilai yang tidak dapat 

dinegosiasikan, bahkan jika itu dapat meningkatkan kesejahteraan kolektif. 

 
22 Thomas Pogge, John Rawls: His Life and Theory (Oxford University Press, 2007), hlm. 

90. 
23 Rawls, A Theory of Justice= Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, hlm. 3. 
24 Ibid, hlm. 65-75. 
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Sementara itu, the difference principle menunjukkan bahwa kesetaraan 

sosial adalah nilai penting, tetapi ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat hanya 

dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung.25 Ini 

mencerminkan komitmen terhadap solidaritas sosial, di mana hukum dan kebijakan 

publik harus memperhatikan kesejahteraan kelompok yang paling lemah dalam 

masyarakat. Dalam konteks hukum, aksiologi Rawls memberikan pedoman moral 

bagi pembuat undang-undang dan juga hakim. Hukum yang adil adalah hukum 

yang melindungi kebebasan individu dan sekaligus memastikan bahwa 

ketidaksetaraan tidak merugikan kelompok yang paling rentan.26  

Adapun terdapat korelasi antara Pancasila dan teori keadilan John Rawls 

yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (“UUD NRI 1945”). Pembukaan UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan 

tujuan negara Indonesia, yang didasarkan pada nilai-nilai: (i) Ketuhanan Yang 

Maha Esa, (ii) kemanusiaan yang adil dan beradab, (iii) persatuan Indonesia, dan 

(iv) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, serta (v) diwujudkan melalui keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa konsep keadilan John Rawls 

yang menekankan keadilan sosial, telah diintegrasikan ke dalam fondasi ideologi 

dan hukum negara Indonesia.27 

 
25 Daniels, Reading Rawls: Critical Studies on Rawls’ “A Theory of Justice.”, hlm. 93. 
26 Freeman, Justice and the Social Contract: Essays on Rawlsian Political Philosophy. 
27 Andra Triyudiana dan Neneng Putri Siti Nurhayati, “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai 

Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila,” Das Sollen: Jurnal 

Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Januari 2024, https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573, 

hlm. 10. 
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Dengan demikian, teori keadilan John Rawls memberikan landasan filosofis 

yang kuat bagi pembentukan sistem hukum yang adil, di mana hukum tidak hanya 

menjaga ketertiban tetapi juga mempromosikan keadilan sosial. Hal tersebut sejalan 

dengan karakteristik keadilan di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, 

khususnya sila kelima yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” di 

mana menekankan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara. Kesetaraan ini 

diwujudkan melalui perlindungan hukum yang adil dan merata. Setiap warga 

negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa 

diskriminasi, demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya.28 

Dalam kaitannya dengan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU) yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara 

kepentingan kreditur dan debitur dalam situasi finansial yang kritis, dikenal dua 

teori utama yang sering digunakan sebagai kerangka analisis, yaitu creditor’s 

bargain theory, dan value – based account.29 Kedua teori ini tidak hanya 

merefleksikan orientasi normatif dari hukum kepailitan, tetapi juga menyinggung 

persoalan keadilan, efisiensi, dan legitimasi sosial dari sistem kepailitan dan PKPU. 

Lebih lagi, Teori Keadilan John Rawls ini jika dihubungkan baik dengan 

teori creditors’ bargain maupun value-based account, maka dapat menjadi rujukan 

penting dalam penyelesaian perkara PKPU yang belakangan ini semakin kompleks, 

utamanya berkaitan dengan penelitian ini yaitu, “kedudukan hukum sub-kontraktor 

 
28 Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan 

Ideologis Bangsa,” DiH Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 25 (2017), 

https://core.ac.uk/download/pdf/290097165.pdf, hlm. 11. 
29 Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di 

Indonesia, hlm. 359. 
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dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditor kepada 

pemilik proyek.” 

2. Creditor’s Bargain Theory 

Creditors’s bargain theory diperkenalkan oleh Thomas H. Jackson dan 

kemudian dikembangkan oleh sejumlah akademisi, terutama dalam literatur hukum 

dan ekonomi. Inti teori ini adalah bahwa hukum kepailitan harus dipahami sebagai 

mekanisme kolektif untuk mereplikasi hypothetical bargain antar kreditur 

seandainya mereka bisa menegosiasikan aturan bersama sebelum debitur 

mengalami gagal bayar.30 

Creditors’s bargain theory menekankan bahwa: efisiensi yang mencegah 

terjadinya race to the courthouse (perlombaan menagih secara individual); 

kepastian hukum yang menjaga struktur hak kreditur sesuai prioritas yang telah ada 

dalam hukum perikatan; dan kolektivitas yang memberi forum terpusat bagi semua 

kreditur agar tidak terjadi tindakan egoistis yang merugikan nilai aset debitur. 

Kemudian dalam konteks Indonesia, teori ini ternyata dijadikan rujukan untuk 

mengkritisi bahwa Undang-undang Kepailitan dan PKPU masih belum 

memberikan perlindungan yang seimbang baik terhadap kepentingan kreditor, 

debitor, maupun para pemangku kepentingan lainnya (stakeholders).31 

  

 
30 A. J. Casey, “Chapter 11’s Renegotiation Framework and the Purpose of Corporate 

Bankruptcy,” Columbia Law Review 120, no. 7 (2020): 1709. 
31 Siti Anisah, “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor 

dalam Hukum Kepailitan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16, no. 4 (2009), 

https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3881/3457. 
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3. Value-Based Account 

Sebagai kritik atas creditors’s bargain theory, Donald Korobkin 

mengembangkan value – based account yang lebih menekankan pada nilai-nilai 

keadilan substantif, bukan hanya efisiensi ekonomi. Value – based account 

berpandangan bahwa hukum kepailitan tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan 

teknis distribusi aset, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek etika, sosial, dan 

moral yang melekat dalam hubungan antara kreditur dan debitur.32 

Value – based account menekankan pada: perlindungan debitur yang jujur 

(honest but unfortunate debtor); nilai keadilan distributif yang mengedepankan 

siapa yang paling pantas menanggung kerugian dalam krisis finansial; dan 

kepentingan sosial yang lebih luas dalam hal ini termasuk karyawan, komunitas dan 

pasar. Dalam value – based account ini, PKPU di Indonesia dapat dipandang lebih 

dekat dengan pendekatan value – based account. Sebab, tujuannya bukan hanya 

mengamankan hak kreditur, akan tetapi juga memberikan ruang bagi restrukturisasi 

debitur agar tetap beroperasi. 

Bahwa Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU lebih cenderung menggunakan creditors’s bargain theory dalam konteks 

kepailitan, akan tetapi dalam hal PKPU mengandung elemen value – based account 

karena memberi kesempatan restrukturisasi yang mempertimbangkan kepentingan 

yang lebih luas. 

 
32 Mary Jo Wiggins, “The New Rawlsian Theory of Bankcruptcy Ethics,” Cardozo Law 

Review 16, no. 1 (1994), https://ssrn.com/abstract=3890435. 
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Ayotte dan Skeel memperluas creditors’s bargain theory dengan 

menambahkan peran kepailitan sebagai penyedia likuiditas, yang mana relevan 

untuk kasus krisis keuangan global.33 Sedangkan, Casey menunjukkan kelemahan 

creditors’s bargain theory dalam menjawab incomplete contracting problem 

(masalah kontrak yang tidak lengkap), sehingga dibutuhkan pendekatan renegosiasi 

pasca-krisis.34 Kemudian, Wiggins menegaskan bahwa value – based account  

memberikan legitimasi moral yang lebih kuat pada hukum kepailitan, khususnya 

terkait dengan keadilan distributif.35 

Dengan demikian, creditors’s bargain theory memberikan dasar efisiensi 

dan kepastian hukum dalam kepailitan, sementara value – based account 

menekankan legitimasi sosial dan keadilan distributif. Dalam penerapannya di 

Indonesia, solusi optimal adalah mengadopsi pendekatan hibrida yang 

menyeimbangkan kedua teori ini, yaitu kepailitan berfungsi sebagai forum kolektif 

yang efisien bagi kreditur, sementara PKPU sebagai instrumen nilai berbasis 

restrukturisasi untuk menjaga kesinambungan usaha dan kepentingan masyarakat 

luas. 

4. Teori Interpretasi Hukum 

Interpretasi hukum adalah proses memahami dan memberikan makna pada 

teks-teks hukum, baik berupa undang-undang, peraturan, maupun dokumen hukum 

lainnya. Proses ini menjadi penting karena teks hukum sering kali bersifat ambigu 

 
33 Kenneth Ayotte dan David A. Skeel, Bankruptcy Law as a Liquidity Provider, 80, no. 4 

(2013): 1557. 
34 Casey, “Chapter 11’s Renegotiation Framework and the Purpose of Corporate 

Bankruptcy.” 
35 Wiggins, “The New Rawlsian Theory of Bankcruptcy Ethics.” 
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atau tidak mencakup semua situasi yang mungkin muncul dalam praktik. Dalam 

sistem peradilan di Indonesia, Hakim memegang peran utama dalam menentukan 

putusan suatu perkara di pengadilan. Hal ini berbeda dengan sistem yang berlaku 

di Amerika Serikat, yang mengadopsi common law system. Putusan pengadilan di 

Amerika Serikat juga melibatkan keputusan dari juri, yaitu sekelompok masyarakat 

yang dipilih secara acak untuk menentukan apakah terdapat bukti yang cukup untuk 

meyakini bahwa seseorang telah melakukan kejahatan federal yang dituduhkan 

kepadanya.36 

Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat 6 (enam) jenis metode penafsiran, 

yaitu: metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, 

interpretasi komparatif, interpretasi historis, dan interpretasi antisipatif.37 

Berdasarkan hasil penemuan hukum melalui 6 (enam) metode interpretasi 

hukum tersebut di atas, interpretasi hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif. Kedua jenis interpretasi ini muncul 

akibat adanya rumusan tertentu dalam suatu aturan hukum yang memengaruhi 

ruang lingkup penerapan aturan tersebut, apakah akan dibatasi (restriktif) atau 

diperluas (ekstensif). Pembatasan dan perluasan ini dibenarkan melalui proses 

interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, sebuah peraturan 

harus ditafsirkan atau dijelaskan terlebih dahulu oleh hakim, sebelum diputuskan 

 
36 Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting Legal 

Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari 

Onvoldoende Gemotiveerd,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 482–96, 

https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232, hlm. 483. 
37 Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan 

Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System,” Jurnal 

Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 232–45, https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799, hlm. 238. 
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apakah ruang lingkup penerapannya dapat diperluas atau dipersempit. Sebagai 

contoh, metode interpretasi gramatikal cenderung mempersempit, sementara 

metode interpretasi historis cenderung memperluas. Interpretasi teleologis 

cenderung memperluas, sementara metode interpretasi sistematis cenderung 

mempersempit.38 

Adapun dari 6 (enam) metode interpretasi yang ada, paling dominan dalam 

praktik peradilan di Indonesia adalah metode interpretasi gramatikal (bahasa) 

dengan hasil interpretasi ekstensif. Hakim tidak hanya menafsirkan kata-kata dalam 

teks peraturan hukum, tetapi juga menggali makna yang lebih dalam dari kata-kata 

tersebut, dengan melakukan perluasan (ekstensif), sehingga dapat dicapai 

pemahaman mengenai tujuan dari peraturan tersebut.39 

Berdasarkan interpretasi ekstensif, Hakim diberikan kebebasan untuk 

melebihi batasan yang ada dalam interpretasi gramatikal. Sebagai contoh, kata 

“menjual” dalam Pasal 1576 KUH Perdata tidak hanya dipahami sebagai aktivitas 

jual beli, tetapi juga dapat diartikan sebagai “peralihan hak milik.” Karena 

interpretasi bukanlah proses yang sepenuhnya rasional dan logis, hasil interpretasi 

yang diberikan oleh setiap hakim dapat berbeda-beda.40 Pemilihan dan penerapan 

metode penafsiran yang dapat digunakan oleh Hakim dalam menangani kasus-

kasus hukum pada akhirnya tergantung pada keputusan hakim itu sendiri. Dalam 

 
38 Ibid., hlm. 238-239. 
39 Ibid., hlm. 239. 
40 Ibid., hlm. 240. 
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hal ini, Hakim memiliki kebebasan untuk memilih metode yang sesuai dengan 

keyakinan hukumnya.41 

Indonesia adalah negara yang masih sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum 

civil law system. Akan tetapi, dengan hadirnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI 

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,42 yang mana mewajibkan 

Hakim untuk: “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ini tentunya bertentangan dengan 

pandangan legisme yang kental dalam tradisi civil law, yang menganggap peraturan 

tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum. Seiring waktu, pengaruh tradisi 

common law mulai meresap, menyebabkan sistem civil law di Indonesia semakin 

fleksibel.  

Hal ini berkontribusi pada meningkatnya penggunaan interpretasi hukum 

oleh Hakim. Hakim di Indonesia umumnya menggunakan metode interpretasi 

gramatikal dan ekstensif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap 

peraturan hukum, serta untuk menemukan hukum ketika suatu aturan tidak cukup 

jelas. Praktik ini dapat dilihat dalam kumpulan putusan landmark decisions yang 

didokumentasikan oleh Mahkamah Agung setiap tahunnya. Dengan demikian, 

peran aktif hakim dalam menafsirkan hukum membantu mengatasi kekakuan 

kepastian hukum dan memajukan penemuan hukum.43 

 
41 Askarial, “Interpretasi atau Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum,” Menara Ilmu 

XII II, no. 79 (2018), https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/506/445, hlm. 

23. 
42 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Legis. No. 48 

(2009), https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009. 
43 Khasanah dan Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia 

dalam Dominasi Tradisi Civil Law System,” hlm. 243-244. 
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Adapun untuk menjamin terwujudnya kekuasaan kehakiman yang 

independen, hakim berkewajiban menjaga kemandirian peradilan dalam setiap 

pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) 

Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan 

pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kemandirian peradilan 

adalah kebebasan dari intervensi pihak luar maupun segala bentuk tekanan, baik 

yang bersifat fisik maupun psikis. Dengan demikian, dalam menjalankan fungsi 

yudisialnya, hakim harus terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk 

dari pimpinan lembaga peradilan tingkat yang lebih tinggi, di mana seharusnya 

tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri proses peradilan yang sedang 

ditangani. Hakim tetap memiliki kebebasan dalam menilai dan memutus perkara 

(freedom of judge) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,44 tanpa terikat 

kewajiban untuk selalu mengikuti preseden atau putusan-putusan yang telah ada 

sebelumnya. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, terutama menggali dalam 

norma-norma hukum, dan doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab 

permasalahan hukum yang berkaitan dengan kedudukan Subkontraktor sebagai 

 
44 St. Zubaidah, “Memaknai ‘Freedom of Judge’ Dalam Kewenangan Hakim,” Ditjen 

Badilag MA-RI, Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan, Oktober 2019, 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memaknai-freedom-of-judge-dalam-

kewenangan-hakim-oleh-hj-st-zubaidah-s-ag-s-h-m-h-3-10. 
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pihak yang terlibat dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor 

terhadap pemilik proyek selaku Debitor. 

2. Fokus Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini adalah untuk menggali norma dan doktrin terhadap 

apa sebenarnya makna “debitor memiliki dua kreditor atau lebih” dalam 

persyaratan permohonan PKPU. Kemudian untuk menganalisis kasus apakah 

Sub Kontraktor yang notabene tidak memiliki hubungan hukum kontraktual 

secara langsung dengan Pemilik Proyek (in casu Debitor) dapat diterima 

sebagai Kreditor lainnya dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh 

Kontraktor (in casu sebagai Kreditor asal).  

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

dan pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti 

peraturan yang berkaitan dengan kedudukan Subkontraktor sebagai pihak yang 

terlibat dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor terhadap pemilik 

proyek selaku Debitor. Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti Putusan 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 27/Pdt.Sus-

PKPU/2024/PN Niaga Sby, tanggal 6 Agustus 2024 mengenai kedudukan 

Subkontraktor sebagai pihak yang terlibat sebagai Kreditur dalam perkara 

permohonan PKPU. Selanjutnya pendekatan konseptual digunakan untuk 

menemukan pemahaman atau konsep hukum tentang kedudukan Subkontraktor 
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sebagai pihak yang terlibat dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh 

Kreditor terhadap pemilik proyek selaku Debitor. 

4. Bahan-Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, 

mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan 

hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan permasalahan, antara lain: 

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 

2) Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 

3) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 

27/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby, tanggal 6 Agustus 2024. 

b. Bahan hukum sekunder adalah materi yang berhubungan erat dengan 

bahan hukum primer dan berguna untuk membantu analisis serta 

pemahaman terhadapnya. Bahan pandangan para ahli hukum atau doktrin 

atau teori yang diperoleh dari literatur hukum, antara lain buku-buku, hasil 

penelitian, serta publikasi lainnya seperti jurnal hukum, artikel ilmiah, dan 

situs web yang relevan dengan penelitian. 

c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang menyediakan panduan atau 

penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan 

ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum, 
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ensiklopedia, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. 

5. Pengumpulan Data 

Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui studi pustaka. Data diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan (literature research). Studi pustaka ini merupakan metode 

pengumpulan data secara tidak langsung yang tidak diarahkan langsung pada 

subjek penelitian. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti literatur, 

jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, dan 

hasil penelitian, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan isu/permasalahan 

yang diteliti. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum dianalisis melalui pendekatan kualitatif yang kemudian 

disajikan secara deskriptif dengan menjabarkan dan menguraikan temuan-

temuan sesuai dengan isu-isu yang relevan dalam fokus penelitian. Pada tahap 

akhir, analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. 

H. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, sistematika dalam penulisan tesis ini adalah: 

Bab I berisi pendahuluan, dalam bab ini berisi mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas 

penelitian, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika. 

Bab II berisi tinjauan teori dan pustaka yang membahas mengenai PKPU 

dan pembuktian sederhana. 
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Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang menggali norma dan 

doktrin terhadap apa sebenarnya makna “debitor memiliki dua kreditor atau lebih” 

dalam persyaratan permohonan PKPU. Dan, menganalisis kasus apakah Sub 

Kontraktor yang notabene tidak memiliki hubungan hukum kontraktual secara 

langsung dengan Pemilik Proyek (in casu Debitor) dapat diterima sebagai Kreditor 

lainnya dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh Kontraktor (in casu sebagai 

Kreditor asal). 

Bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN 

PEMBUKTIAN SEDERHANA SERTA TINJAUAN UMUM 

HUKUM PERIKATAN 

 

A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

1. Pengertian dan Persyaratan PKPU 

PKPU adalah masa waktu tertentu yang diatur oleh undang-undang melalui 

putusan Pengadilan Niaga, di mana dalam periode ini, kreditor dan debitor 

diberikan kesempatan untuk membahas cara pembayaran utang-utang mereka. 

Dalam proses ini, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian (composition 

plan) untuk melunasi sebagian atau seluruh utangnya, termasuk melakukan 

restrukturisasi jika diperlukan. Dengan demikian, PKPU dapat dianggap sebagai 

bentuk moratorium hukum atau legal moratorium.45 

Ketentuan PKPU di Indonesia masih tergabung dalam Undang-undang 

Kepailitan. Awalnya diatur dalam Faillissement Verordening Stb.1905 No. 217 

juncto Stb.1906 No. 348. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan setelah 

krisis moneter pada Juli 1997. Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang ditetapkan pada 22 April 

1998 dan kemudian diubah menjadi undang-undang melalui Undang-Undang 

Nomor  4 Tahun 1998. Akhirnya Undang-Undang tersebut digantikan oleh 

 
45 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global (Citra 

Aditya Bakti, 2008), hlm. 11. 

https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=9d1da833d90f763d&sxsrf=AE3TifPCR88NiPbvSwP1WPTJmEVUKKCoYQ%3A1759914475275&q=4+Tahun+1998&sa=X&ved=2ahUKEwim5vuooJSQAxX4STABHcPzO9sQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfDbMAE7GsRiKfGyFdjlo-TFuOQcoWUA_q3foRPTTFZpKTGH_q9Bd5AvkMBQYG08vf1QZaFbLE0ucgx0Pot2njqcO-ggj572-6pbpd9sDUIenGqKVKhE6WzdkDBkQF3nJFHHgmoOP0PW0K23c_qZYZSVKadgiBTuGTgdWnwoRYPA7RE&csui=3
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Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan dan PKPU). Instrumen 

hukum ini diperlukan untuk menangani masalah pembayaran utang dalam hal ini 

penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan pernyataan pailit.46 

Adapun, salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU atau 

pernyataan pailit adalah Kreditor. Bahwa untuk mengajukan permohonan 

dimaksud, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 2 ayat 

(1).47 Pertama, harus ada minimal dua kreditor. Kedua, debitor belum melunasi 

setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.48 

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu kreditor dan tidak membayar 

utangnya secara sukarela, maka kreditor dapat mengajukan gugatan perdata 

terhadap debitor di Pengadilan Negeri yang berwenang. Seluruh aset milik debitor 

akan dijadikan sumber untuk melunasi utangnya kepada kreditor tersebut, dan hasil 

bersih dari eksekusi aset debitor digunakan untuk membayar kreditor tersebut.49 

2. Hukum Acara PKPU 

PKPU dapat diajukan sebagai langkah debitor untuk menghindari 

kepailitan. Langkah ini hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan 

putusan pailit, karena sesuai Pasal 229 ayat (3),50 permohonan PKPU harus 

 
46 Sunarmi, Hukum Kepailitan (USU Press, 2009), hlm. 200. 
47 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, Legis. No. 37, 4443 (2004), https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784. 
48 Muhammad Redha Anshari, “Rekayasa Piutang oleh Kreditor untuk Memenuhi 

Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit,” Lex Renaissance 1, no. 1 (2016): 126–38, 

https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss1.art8, hlm. 127-128. 
49 Imran Nating, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan 

Harta Pailit, 2 ed. (PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3. 
50 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 
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diprioritaskan dan diputuskan lebih dulu jika pengajuan pernyataan pailit dan 

permohonan PKPU dilakukan bersamaan.51 

Jika permohonan PKPU diajukan setelah adanya permohonan pernyataan 

pailit, Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan PKPU mengatur bahwa permohonan PKPU harus diajukan pada sidang 

pertama permohonan pailit agar dapat diputuskan terlebih dahulu sebelum 

permohonan pailit. Dalam situasi pailit, pengelolaan dan kewenangan atas harta 

debitor beralih ke kurator, sedangkan debitor tidak memiliki kontrol atau hak untuk 

bertindak terkait hartanya. Sebaliknya, dalam PKPU, ebitor tetap memegang 

kontrol atas harta namun dengan pembatasan, yakni berada di bawah pengawasan 

pengurus dan hanya dapat bertindak dengan izin pengurus. Dengan kata lain, 

debitor tetap memiliki kewenangan hukum terkait hartanya namun memerlukan 

persetujuan dari pengurus. PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor. 

Ketentuan yang memungkinkan kreditor mengajukan PKPU ini merupakan hal baru 

dalam Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 

Dalam Faillissementsverordening (Staatblad 1905 Nomor 217 jo. Staatblad 1906 

No. 348) yang berlaku sampai 1998, serta UU No. 4 Tahun 1998 yang mengesahkan 

perubahan atas UU Kepailitan, hanya debitor yang diizinkan mengajukan PKPU. 

Ketentuan ini dianggap kurang tepat karena PKPU pada dasarnya dirancang sebagai 

sarana bagi debitor untuk menghadapi kemungkinan kepailitan. Secara prinsip, ada 

dua pola PKPU: (i) PKPU sebagai upaya debitor untuk menangkis permohonan 

 
51 Ibid, hlm. 12. 
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pailit yang diajukan kreditor; (ii) PKPU yang diajukan secara mandiri oleh debitor 

yang memperkirakan tidak mampu melunasi utangnya.52 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan PKPU, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU 

atau pernyataan pailit meliputi: a) Debitur yang bersangkutan, b) Kreditor atau para 

kreditor, c) Kejaksaan untuk kepentingan umum, d) Bank Indonesia jika debitur 

tersebut adalah bank, e) Badan Pengawas Pasar Modal/Bapepam (sekarang Otoritas 

Jasa Keuangan/OJK) apabila debiturnya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, 

Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 

serta f) Menteri Keuangan jika debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan 

Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan 

usaha untuk kepentingan publik.53 

Adapun ketentuan yang mengatur saat ini berdasarkan Pasal 8B Undang-

undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK),54 menyatakan 

bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan eksklusif sebagai satu-

satunya lembaga yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau 

permohonan PKPU terhadap debitor yang termasuk dalam kategori lembaga jasa 

keuangan. Hal ini mencakup bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara 

pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan 

 
52 Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam 

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 3 

(2021), https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9, hlm. 644. 
53 Man S Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PT. Alumni, 2006), hlm. 91. 
54 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 

Keuangan, Legis. No. 4, 6845 (2023). 
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penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, 

lembaga penilaian harga efek, perusahaan asuransi maupun asuransi syariah, 

perusahaan reasuransi dan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjamin, 

lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, serta penyelenggara sistem 

elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran 

efek. Selain itu, kewenangan ini juga mencakup penyelenggara layanan pendanaan 

bersama berbasis teknologi informasi dan lembaga jasa keuangan lainnya yang 

terdaftar serta diawasi oleh OJK, selama ketentuan mengenai pembubaran atau 

kepailitannya tidak diatur secara berbeda dalam undang-undang lain. 

Kemudian berdasarkan Pasal 35C Undang-undang P2SK,55 dinyatakan 

bahwa Bank Indonesia memiliki otoritas tunggal untuk mengajukan permohonan 

pernyataan pailit dan/atau permohonan PKPU terhadap debitor yang berstatus 

sebagai penyedia jasa pembayaran, penyelenggara infrastruktur sistem 

pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang pasar 

uang, penyedia sarana perdagangan, lembaga kliring untuk transaksi derivatif suku 

bunga dan nilai tukar over-the-counter, serta lembaga lain yang memperoleh izin 

atau penetapan dari Bank Indonesia. Kewenangan ini berlaku selama mekanisme 

pembubaran atau kepailitan terhadap lembaga-lembaga tersebut tidak diatur secara 

berbeda dalam peraturan perundang-undangan lainnya. 

Dengan demikian, Pasal 2 dan Pasal 223 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan PKPU, telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

 
55 Ibid. 



 

 

 

35 

sebagaimana ketentuan Pasal 327 Undang-undang P2SK, yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai: 

a. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, 

Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan 

b. penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, 

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Penrsahaan Reasuransi, dan 

Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 223, Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

44431 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” 

Selain itu, Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa jika permohonan PKPU 

diajukan oleh debitor, pengadilan harus mengabulkan PKPU sementara dalam 

waktu paling lama tiga hari sejak pendaftaran permohonan dan menunjuk hakim 

pengawas serta satu atau lebih pengurus yang bersama-sama debitor mengelola 

harta debitor. Namun, jika permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan memiliki 

waktu paling lama 20 hari dari tanggal pendaftaran untuk mengabulkan PKPU 

sementara (yang jangka waktunya adalah 45 hari setelah Putusan PKPU diucapkan) 

dan menunjuk hakim pengawas serta pengurus yang akan bekerja bersama debitor 

dalam mengelola harta debitor.56 

  

 
56 Andani dan Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang,” hlm. 644. 
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3. Akibat Hukum PKPU 

Putusan PKPU sementara menimbulkan implikasi atau dampak berbeda 

baik bagi kreditor maupun debitor. Bagi kreditor, selama masa PKPU sementara 

berlangsung, hak untuk melakukan penagihan atas utang tidak dapat dijalankan, 

sebab debitor tidak dibebani kewajiban pembayaran pada periode tersebut. Adapun 

bagi debitor, seluruh harta kekayaan yang dimilikinya secara hukum berada dalam 

pengawasan pengurus, sehingga kewenangan debitor untuk melakukan tindakan 

pengelolaan maupun pengalihan atas harta tersebut menjadi terbatas dan harus 

memperoleh persetujuan pengurus. Segala tindakan yang dilakukan debitor 

terhadap kekayaannya tanpa adanya persetujuan pengurus pada dasarnya tidak 

menimbulkan akibat hukum yang mengikat terhadap harta tersebut.57 

Menurut Pasal 240 ayat (1),58 apabila debitor melakukan tindakan 

pengelolaan atau penguasaan terhadap seluruh atau sebagian hartanya tanpa 

persetujuan dari pengurus PKPU, maka pengurus PKPU berwenang untuk 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa harta 

debitor tidak dirugikan akibat tindakan tersebut. Sementara itu, pada Pasal 240 ayat 

(3) menyebutkan bahwa kewajiban debitor yang muncul tanpa persetujuan 

Pengurus setelah dimulainya proses PKPU hanya dapat dibebankan pada harta 

debitor sepanjang hal tersebut memberikan manfaat bagi harta debitor.59 

 
57 Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, hlm. 149. 
58 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 
59 Ibid. 
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Dampak hukum dari putusan PKPU sementara bagi kreditor adalah mereka 

tidak dapat menagih utang selama periode PKPU sementara berlangsung, karena 

debitor tidak diwajibkan untuk melunasi utang-utangnya dalam jangka waktu 

tersebut. Bagi debitor, putusan PKPU ini mengakibatkan seluruh kekayaannya 

berada di bawah pengawasan Pengurus, sehingga debitor kehilangan kewenangan 

untuk mengelola atau mengalihkan harta tanpa persetujuan Pengurus. Setiap 

tindakan yang dilakukan debitor terhadap hartanya tanpa persetujuan Pengurus 

pada prinsipnya tidak akan mengikat kekayaannya.60 

Pengelolaan harta debitor berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas 

dan Pengurus, guna memastikan adanya kondisi diam (stay atau standstill) sehingga 

kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para kreditor mengenai rencana 

perdamaian dapat benar-benar efektif. Setelah dilakukan pemeriksaan PKPU 

sementara, pengadilan niaga wajib memberikan PKPU tetap. Untuk menetapkan 

PKPU tetap, sidang rapat musyawarah hakim harus diadakan selama 45 hari (masa 

PKPU sementara). Persetujuan PKPU tetap memerlukan dukungan dari setidaknya 

lebih dari ½ kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir 

hadir dalam sidang, dengan mewakili minimal 2/3 dari nilai tagihan kreditur 

konkuren tersebut. Jangka waktu PKPU tetap tidak boleh melebihi 270 hari sejak 

putusan PKPU sementara. Apabila dalam periode tersebut tidak diperoleh 

persetujuan dari kreditur konkuren terhadap PKPU tetap atau perpanjangan waktu 

 
60 Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, hlm. 149. 
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telah diberikan tetapi kesepakatan perdamaian belum tercapai, maka pengurus 

wajib melapor ke pengadilan untuk menyatakan debitur dalam keadaan pailit.61 

Namun demikian, sejatinya PKPU bertujuan untuk mencapai kesepakatan 

damai yang mencakup tawaran pelunasan seluruh atau sebagian utang kepada 

kreditor. Langkah ini diambil agar debitor dapat menghindari kepailitan, mengingat 

debitor masih memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya namun memerlukan 

waktu tambahan guna memperbaiki kondisi keuangannya.62 

B. Pembuktian Sederhana 

1. Pengertian Pembuktian Sederhana  

Pada sistem hukum Inggris atau biasa dikenal dengan common law system, 

istilah yang digunakan untuk menunjuk pada konsep pembuktian biasanya 

dibedakan ke dalam 2 (dua) kata, yakni proof dan evidence. Sementara itu, dalam 

sistem hukum Belanda dengan civil law system-nya dikenal dengan istilah bewijs. 

Makna dari kata “membuktikan” sendiri sangat beragam, sehingga untuk 

memahami konsep hukum pembuktian secara komprehensif, terlebih dahulu 

diperlukan pemahaman yang tepat mengenai arti dari istilah pembuktian itu 

sendiri.63 

 
61 Annisa Fitria, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya 

Debitor Mencegah Kepailitan,” Lex Jurnalica 15, no. 1 (2018), 

https://doi.org/10.47007/lj.v15i1.2291, hlm. 27. 
62 Juditia Damlah, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,” Lex Crimen VI, no. 2 

(2017), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15348/14896, hlm. 97. 
63 Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Cet. Ketiga 

(Kencana, 2015). 
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Subekti berpendapat bahwa membuktikan berarti memberikan keyakinan 

kepada hakim mengenai kebenaran dalil yang diajukan dalam suatu perkara. Inti 

dari proses pembuktian pada dasarnya adalah untuk menyingkap hubungan hukum 

yang sesungguhnya antara para pihak yang bersengketa, yang mencakup peristiwa 

atau kejadian tertentu serta hak yang diklaim oleh masing-masing pihak, dan yang 

menjadi pokok dari perselisihan tersebut. Adapun Pasal 163 H.I.R pada pokoknya 

menyatakan bahwa setiap orang yang mengklaim memiliki suatu hak, atau yang 

mengajukan suatu peristiwa guna memperkuat haknya, maupun untuk menolak hak 

pihak lain, maka orang tersebutlah yang berkewajiban membuktikan adanya hak 

atau peristiwa yang dikemukakannya. 

Bahwa pembuktian sederhana bertujuan untuk mempercepat proses 

penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) guna melindungi hak Kreditor 

dan menjaga kelangsungan usaha Debitor. Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (3) 

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kreditor dapat 

mengajukan permohonan PKPU dengan menunjukkan bukti sederhana mengenai: 

a. adanya utang debitor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;  

b. Potensi penyelesaian utang melalui mekanisme restrukturisasi. Pembuktian 

sederhana, atau “simple proof,” tidak memerlukan pemeriksaan mendalam 

terhadap sengketa utang. Hakim hanya perlu memastikan dua kondisi:  

1)  validitas utang yang jatuh tempo; dan  

2)  eksistensi kreditor lain. Syarat permohonan PKPU atau Pernyataan Pailit 

dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1).  
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Syarat tersebut menyatakan bahwa debitor yang memiliki dua atau lebih 

kreditor dan tidak melunasi sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat 

ditagih, dapat dinyatakan dalam PKPU sementara atau pailit melalui putusan 

pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari satu 

atau lebih kreditornya. Permohonan PKPU atau pernyataan pailit harus dikabulkan 

jika terdapat bukti atau fakta sederhana yang menunjukkan bahwa syarat-syarat 

untuk dinyatakan dalam keadaan PKPU atau pailit terpenuhi. 

2. Pembuktian Sederhana dalam PKPU 

Munir Fuady berpendapat bahwa meskipun Pasal 8 ayat (4) Undang-

Undang RI No. 37 Tahun 2004 ditempatkan dalam bab kepailitan, namun asas 

pembuktian sederhana berlaku mutatis mutandis untuk perkara permohonan PKPU. 

Sebab, mekanisme PKPU pun memerlukan verifikasi dasar yang sama apakah 

debitur benar-benar memiliki utang yang jatuh tempo. Tanpa asas pembuktian 

sederhana, forum PKPU akan terseret menjadi sengketa perdata biasa.64 

Pembuktian sederhana dalam PKPU yang tidak secara eksplisit diatur dalam bab 

yang mengatur terkait PKPU (Pasal 222 s/d Pasal 294) dalam Undang-Undang RI 

No. 37 Tahun 2004 karena sejatinya pasal tersebut fokus pada syarat formil dan 

materil permohonan. Akan tetapi, doktrin, praktik, dan yurisprudensi memperluas 

asas pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) ke dalam 

perkara PKPU. Hal ini menjadi masuk diakal dan amat logis karena PKPU yang 

merupakan rezim yang terintegrasi dengan kepailitan, dalam praktiknya berbagi 

 
64 Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, hlm. 135. 
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asas dan mekanisme dasar yang sama, sehingga menurut penalaran hukum yang 

wajar menjadikan asas pembuktian sederhana dalam perkara PKPU harus 

diberlakukan demi konsistensi sistem hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. 

Kriteria pembuktian sederhana dalam pengajuan permohonan PKPU dan 

Pernyataan Pailit belum diatur secara tegas dan detail dalam Undang-Undang RI 

No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pembuktian mengenai “fakta 

atau keadaan yang terbukti secara sederhana” menjadi tanggung jawab pemohon 

PKPU atau Pernyataan Pailit. Pemohon wajib menunjukkan adanya 2 (dua) kreditor 

dan minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi. Akan 

tetapi pada praktiknya, mekanisme pembuktian sederhana ini masih banyak 

dipengaruhi oleh diskresi Hakim Niaga dalam memutus perkara kepailitan dan 

PKPU. Diskresi Hakim dalam penerapan kriteria pembuktian sederhana belum 

menciptakan kepastian hukum. Dalam kasus serupa dengan hakim yang berbeda, 

sering kali dihasilkan kesimpulan dan putusan yang tidak konsisten. Oleh karena 

itu, sambil menunggu pembaruan Undang-undang Kepailitan dan PKPU tersebut, 

sebaiknya disusun pedoman yang dapat dijadikan acuan di lingkup Pengadilan 

Niaga agar diskresi hakim tidak terlalu menyimpang dan mengurangi 

ketidakpastian hukum.65 

Adapun perihal pembuktian sederhana sebelumnya telah diatur dalam 

Faillissementsverordening dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 

 
65 Rulman Ignatius Rongkonusa dkk., “Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam 

Persidangan Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),” 

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 2, no. 2 (2023): 137–45, 

https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.466. 
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mengenai Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, dan Undang-undang 

Kepailitan dan PKPU. Faillissementsverordening menetapkan bahwa pembuktian 

sederhana dilakukan dengan melihat adanya peristiwa atau kondisi yang 

menunjukkan bahwa debitor telah menghentikan pembayaran utangnya. Jika 

permohonan pailit diajukan oleh kreditor, maka hak penagihan kreditor ini harus 

terbukti. Pendapat terkait pembuktian sederhana pada masa 

Faillissementsverordening mengarah pada penilaian bahwa kondisi debitor yang 

berhenti membayar utang cukup dibuktikan secara sederhana (summier). Artinya, 

pengadilan dalam menilai permohonan pailit tidak terikat pada sistem pembuktian 

atau alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata. Sebagai contoh, pada masa 

berlaku Faillissementsverordening, pengakuan debitor bahwa ia tidak mampu 

membayar utang karena usahanya sudah tidak berjalan lagi menjadi bukti bahwa 

debitor dalam kondisi berhenti membayar. Contoh lain adalah jika aset debitor tidak 

cukup untuk melunasi utang-utangnya dan sebagian kreditor menyetujui pernyataan 

pailit, maka bukti tersebut cukup untuk menyatakan debitor dalam kondisi pailit.66 

Salah satu alasan penolakan permohonan pernyataan pailit pada masa 

berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 di Pengadilan Niaga adalah 

karena pembuktiannya tidak dianggap sederhana. Misalnya, ketika debitor menolak 

dan membantah alat bukti berupa empat surat sanggup yang telah diendorsemen 

sesuai ketentuan Undang-undang, dengan alasan penerbitannya cacat hukum. 

Penolakan dan bantahan ini menyebabkan kasus tersebut menjadi tidak pasti, dan 

 
66 Andani dan Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang,” hlm. 640. 
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untuk memastikan keabsahannya diperlukan proses pembuktian yang lebih 

kompleks. Selain itu, keadaan memaksa tertentu juga membutuhkan pembuktian 

yang tidak sederhana dan harus melalui proses perdata biasa di peradilan umum.67 

Tahap pertama yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah membuktikan 

bahwa debitor memiliki sedikitnya 2 (dua) kreditor. Hal ini sejalan dengan 

ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 yang 

menyatakan bahwa kreditor adalah setiap pihak yang mempunyai piutang terhadap 

debitor, baik yang bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang. Dengan 

demikian, aspek inilah yang perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh pemohon. 

Selanjutnya, tahap kedua yang harus ditunjukkan adalah adanya kelalaian debitor 

dalam melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 

Persyaratan mengenai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih pada dasarnya juga 

memperhatikan posisi debitor, meskipun keberadaan utang tersebut pada akhirnya 

menjadi pengetahuan dan kepentingan kreditor.68 

Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU 

mengatur bahwa persyaratan untuk menyatakan seorang debitor pailit harus terbukti 

secara sederhana. Syarat permohonan pailit meliputi adanya dua atau lebih kreditor 

dan ketidakmampuan debitor untuk membayar setidaknya satu utang yang telah 

jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian sederhana mencakup adanya dua atau 

lebih kreditor, utang yang telah jatuh tempo, dan ketidakmampuan debitor untuk 

melunasi utangnya kepada setidaknya satu kreditor. Namun, dalam hal pelaksanaan 

 
67 Ibid, hlm. 62. 
68 Anisah, “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor 

dalam Hukum Kepailitan,” hlm. 36. 
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perjanjian seperti konsultan, yang melibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah 

pihak serta tagihan pembayaran hasil pekerjaan, sering kali dibutuhkan analisis 

yang lebih mendalam, sehingga pembuktiannya tidak dianggap sederhana. Debitor 

dapat dinyatakan pailit jika memenuhi persyaratan secara sederhana, tetapi dalam 

beberapa putusan pengadilan, pembuktian yang rumit dianggap berada di luar 

kompetensi Pengadilan Niaga, sehingga permohonan pailit dalam kasus tersebut 

nyata-nyata ditolak.69 

Mengingat pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit pada dasarnya 

dilakukan dengan prosedur yang sederhana, peran aktif hakim menjadi sangat 

penting. Hakim diharapkan dapat memberikan ruang yang seimbang bagi debitor 

maupun kreditor untuk menyampaikan pendapatnya secara mendalam di 

persidangan, serta berupaya mendorong tercapainya perdamaian di antara 

keduanya. Dengan pendekatan demikian, kemungkinan dijatuhkannya putusan 

pailit dapat diminimalisir, sehingga membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. 

Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya, putusan pailit sering kali 

menimbulkan persoalan yang berlarut-larut dan tidak sepenuhnya mencerminkan 

rasa keadilan.70 

  

 
69 Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di 

Indonesia, hlm. 67. 
70 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia (Raja 

Grafindo Persada, 2001), hlm. 33-34. 
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3. Alat Bukti dan Cara Pembuktian Sederhana dalam PKPU 

Adapun mengenai detil terkait pengaturan dan pelaksanaan penentuan 

pembuktian sederhana dalam sidang permohonan Kepailitan dan PKPU, yakni 

diatur sebagai berikut. 

a. Pengaturan Penentuan Pembuktian Sederhana 

Penentuan pembuktian sederhana dalam sidang Kepailitan dan PKPU diatur 

dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan PKPU,71 di mana Pasal 8 ayat (4) tersebut menyatakan: 

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau 

keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk 

dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah 

dipenuhi.” 

Adapun Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar 

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya 

sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” 

Bahwa jika fakta dalam sengketa telah diakui atau tidak dipersoalkan oleh 

pihak terkait, hakim dapat menetapkan pembuktian sederhana telah terpenuhi. 

Prinsip ini juga tercantum dalam Pasal 1865 dan Pasal 1866 KUH Perdata yang 

mengatur prosedur pembuktian dalam perkara perdata.72 Pembuktian sederhana 

dalam perkara ini bertujuan mempercepat dan menyederhanakan proses, sesuai 

 
71 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 
72 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk 

Wetboek), Cetakan ke-37 (PT. Pradnya Paramita, 2006). 
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dengan tujuan hukum acara perdata untuk mencapai keadilan secara cepat dan 

efisien. 

b. Implementasi Penentuan Pembuktian Sederhana 

Bahwa penentuan pembuktian sederhana dalam praktiknya yakni membantu 

mempercepat proses sidang. Misalnya, jika penggugat telah mencapai kesepakatan 

dengan tergugat dan tergugat tidak membantah, hakim dapat menerapkan 

pembuktian sederhana untuk menghindari pengulangan bukti. Namun, 

kelemahannya adalah hakim harus berhati-hati dalam menilai fakta yang diakui 

atau tidak diperdebatkan, karena kesalahan penilaian dapat mempengaruhi hasil 

putusan. Ada pula kekhawatiran bahwa penerapan pembuktian sederhana dapat 

menghalangi hakim memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai 

fakta penting dalam sidang. Oleh karena itu, hakim perlu menggunakan pembuktian 

sederhana dengan hati-hati dan mempertimbangkannya secara matang sebelum 

memutuskan penggunaannya dalam sidang.73 

c. Persyaratan Penentuan Pembuktian Sederhana 

Meskipun pembuktian sederhana dapat mempercepat proses persidangan, 

namun tidak semua persidangan dapat menggunakannya. Untuk menilai apakah 

pengaturan dan pelaksanaan dalam sidang PKPU sudah mencerminkan rasa 

keadilan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap proses persidangan dan faktor-

faktor yang memengaruhinya. Secara umum, aturan dan penerapan dalam sidang 

 
73 Rongkonusa dkk., “Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Persidangan 

Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).” 
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PKPU diatur untuk memastikan terpenuhinya rasa keadilan dalam kasus yang 

ditangani. 

Dalam persidangan perkara PKPU, hakim memiliki tanggung jawab untuk 

menentukan apakah suatu perusahaan berada dalam kondisi bahwa debitor 

memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak melunasi sedikitnya satu utang yang 

sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta perlu diadakan penyelesaian atas utang 

yang belum terbayar. Proses persidangan dilakukan dengan mempertimbangkan 

prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti kepastian hukum, keterbukaan, 

kewajaran, non-diskriminasi, dan keadilan. Di samping itu, baik penggugat maupun 

tergugat memiliki hak yang sama untuk mempertahankan diri dan menyampaikan 

alasan mereka. Kesempatan ini memastikan bahwa keputusan hakim dibuat 

berdasarkan bukti yang sah dan tidak memihak. 

Namun demikian, seperti halnya dalam proses hukum lainnya, masih ada 

kemungkinan terjadinya ketidakadilan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip 

hukum, misalnya dalam bentuk diskriminasi atau ketidakadilan saat menilai bukti 

yang diajukan pihak-pihak yang terlibat. Karena itu, sangat penting bagi semua 

pihak di sidang PKPU untuk memastikan prosesnya berlangsung transparan, adil, 

dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Langkah ini dapat membantu 

mewujudkan rasa keadilan dalam pelaksanaan persidangan PKPU.74 

 
74 Ibid. 
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Adapun dalam kasus konkret, terdapat Diskresi dalam Penentuan 

Pembuktian Sederhana pada Persidangan Kepailitan dan PKPU untuk Mewujudkan 

Kepastian Hukum, yakni sebagai berikut:75 

1) Pengertian Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana 

Diskresi dalam penentuan pembuktian sederhana merupakan kewenangan 

hakim untuk menilai dan memutuskan apakah suatu perkara dapat diselesaikan 

melalui pembuktian sederhana atau tidak, berdasarkan fakta-fakta yang diajukan 

dalam persidangan. Dalam permohonan Kepailitan dan PKPU, diskresi ini 

memungkinkan hakim menentukan apakah fakta dalam sengketa telah diakui atau 

tidak diperdebatkan oleh pihak yang berkepentingan, sehingga dapat diputuskan 

dengan pembuktian sederhana. 

2) Diskresi dalam Pembuktian Sederhana dan Kepastian Hukum 

Diskresi pembuktian sederhana berperan penting dalam menciptakan 

kepastian hukum. Pada persidangan Kepailitan dan PKPU, penerapan pembuktian 

sederhana dapat mempercepat proses persidangan dan mengurangi biaya yang 

harus dikeluarkan para pihak. Namun, penggunaan pembuktian sederhana tetap 

harus menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam 

memutuskan penggunaannya, memastikan bahwa pembuktian sederhana tidak 

mengorbankan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara tersebut. 

  

 
75 Ibid, hlm. 142. 
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3) Faktor yang Mempengaruhi Diskresi dalam Penentuan Pembuktian 

Sederhana 

Hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam memutuskan 

penggunaan pembuktian sederhana, antara lain: (1) Kompleksitas Perkara: Hakim 

mempertimbangkan tingkat kompleksitas perkara. Jika perkara tergolong 

kompleks, maka pembuktian sederhana mungkin tidak cocok. (2) Kepastian 

Hukum: Hakim perlu memastikan bahwa pembuktian sederhana tidak akan 

mengorbankan kepastian hukum dan keadilan dalam kasus tersebut. (3) Persyaratan 

Hukum: Hakim harus memastikan pembuktian sederhana sesuai dengan 

persyaratan hukum yang berlaku. (4) Kepentingan Publik: Hakim perlu menimbang 

apakah pembuktian sederhana sejalan dengan kepentingan publik dalam perkara. 

Pemenuhan unsur kepuasan hukum terkait dengan bagaimana proses hukum 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan, kepastian hukum, dan akses 

terhadap hukum. Pada sidang permohonan PKPU atau Pernyataan Pailit, kepuasan 

hukum dapat tercapai jika persidangan berlangsung secara transparan, adil, dan 

menghasilkan keputusan yang jelas dan mudah dipahami. Diskresi dalam 

pembuktian sederhana akan memenuhi kepuasan hukum jika hakim memastikan 

bahwa penggunaan metode ini tidak mengorbankan kepastian hukum dan keadilan, 

serta memberikan akses yang cukup kepada pihak-pihak terkait. Evaluasi lebih 

lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa keseluruhan proses dan faktor yang 

mempengaruhinya telah memenuhi unsur kepuasan hukum.76 

  

 
76 Ibid, hlm. 142-143. 
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C. Tinjauan Umum tentang Hukum Perikatan 

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum dalam ranah hukum kekayaan 

antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut 

suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan 

tersebut.77 

Dalam ilmu hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan dalam 

lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu 

berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Lebih lanjut, hukum 

perikatan atau verbintenis merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

di dalam lapangan harta kekayaan, di mana salah satu pihak berhak atas suatu 

prestasi, dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Perikatan 

yang menghubungkan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan pihak 

mana yang berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya 

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Lebih lanjut, pihak yang berhak 

menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang 

berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. 

Dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah suatu hubungan 

dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang 

satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Di dalam hukum 

perikatan, terdapat sistem yang terbuka yaitu setiap orang dapat mengadakan 

perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik yang 

 
77 Zen Abdullah, Intisari Hukum Perdata Materil (Hasta Cipta Mandiri, 2009), hlm. 156. 
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diatur dengan undang-undang atau tidak dan inilah yang disebut dengan kebebasan 

berkontrak dengan syarat tidak melanggar hukum. 

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya berbunyi 

bahwa perikatan dapat timbul baik dari perjanjian maupun dari undang-undang.78 

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata terdapat dua unsur sumber 

hukum perikatan, yaitu: 

1.  perikatan yang timbul dari persetujuan; dan 

2.  perikatan yang timbul karena undang-undang. 

Pada dasarnya, semua perikatan memang mendapat legitimasi dari hukum, 

karena baik perjanjian maupun undang-undang memperoleh kekuatan mengikatnya 

dari sistem hukum yang berlaku. Namun, perbedaannya terletak pada dasar lahirnya 

kewajiban itu sendiri. 

Perikatan yang lahir dari perjanjian (verbintenis uit overeenkomst) 

bersumber pada kesepakatan bebas para pihak.79 Artinya, hubungan hukum tercipta 

karena adanya kehendak dua pihak atau lebih yang bersepakat menimbulkan suatu 

akibat hukum tertentu, misalnya kewajiban menyerahkan barang, membayar harga, 

atau memberikan jasa. Contoh klasiknya adalah jual beli sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1457 KUH Perdata, di mana penjual berkewajiban menyerahkan 

barang dan pembeli berkewajiban membayar harga. Meskipun kekuatan 

mengikatnya berasal dari undang-undang, yaitu asas pacta sunt servanda yang 

diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, inti lahirnya perikatan tetap karena adanya 

 
78 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 
79 Serlika Aprita dan Mona Wulandari, Hukum Perikatan (Prenada Media, 2023), hlm. 6. 
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perjanjian para pihak. Sebaliknya, perikatan yang lahir dari undang-

undang (verbintenis uit de wet) tidak membutuhkan adanya kesepakatan. 

Kewajiban dalam hubungan hukum ini timbul semata-mata karena adanya 

ketentuan hukum yang mengaturnya. 

Menurut ketentuan Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata), perikatan yang bersumber dari undang-undang terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu perikatan yang semata-mata timbul karena undang-undang (uit de wet 

alleen) dan perikatan yang muncul akibat tindakan manusia berdasarkan ketentuan 

undang-undang (uit de wet ten gevolge van’s menschen toedoen). Selanjutnya, 

Pasal 1353 KUH Perdata menguraikan bahwa perikatan yang lahir karena 

perbuatan manusia dibedakan menjadi dua bentuk, yakni perbuatan yang sesuai 

dengan hukum (rechtmatige) dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

(onrechtmatige daad).80 

Contoh perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan 

manusia dapat dilihat pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan 

hukum (onrechtmatige daad),81 yang berbunyi:  

“Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya 

untuk menggantikan kerugian tersebut.” 

Dalam hal ini, perikatan ganti kerugian lahir bukan karena adanya 

kesepakatan, melainkan karena undang-undang secara langsung membebankan 

 
80 Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 

Pertama), hlm. 17. 
81 Jordy Herry Christian, “Kajian Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Faktor 

Pembatalan Lelang Atas Objek Jaminan,” Lex Scientia Law Review 3, no. 2 (2019): 205–18, 

https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35401. 
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kewajiban kepada pelaku perbuatan melawan hukum.82 Contoh lain dari perikatan 

karena undang-undang adalah pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa 

(zaakwaarneming) yang diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata, di mana seseorang 

yang dengan sukarela mengurus kepentingan orang lain, meskipun tanpa kuasa, 

dianggap menimbulkan hubungan perikatan dengan orang yang kepentingannya 

diurus. 

Selain dari perbuatan manusia, perikatan karena undang-undang juga dapat 

lahir dari peristiwa hukum atau dengan kata lain perbuatan yang sesuai dengan 

hukum (rechtmatige), misalnya pewarisan. Pasal 830 KUH Perdata menegaskan 

bahwa pewarisan terjadi karena kematian. Maka, begitu seseorang meninggal 

dunia, secara otomatis lahirlah hubungan hukum antara ahli waris dengan harta 

peninggalan pewaris, meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya.  

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara perikatan yang lahir dari 

perjanjian dan dari undang-undang terletak pada dasar lahirnya kewajiban hukum. 

Pada perikatan karena perjanjian, kehendak para pihak menjadi pemicu timbulnya 

hubungan hukum. Sedangkan pada perikatan yang lahir karena undang-undang, 

kehendak individu tidak diperlukan karena kewajiban timbul langsung dari 

ketentuan normatif yang ditetapkan oleh hukum. 

Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara 

dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berhak menuntut pemenuhan suatu 

prestasi dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk 

 
82 Lucky Omega Hasan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil 

dan Immateriil Dalam Kasus Kasus Perdata (Jejak Pustaka, 2024), hlm. 7. 
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memenuhinya. Kehendak bebas para pihak (persetujuan) menjadi pemicu 

timbulnya kewajiban dalam perikatan ini, seperti yang diatur dalam Pasal 1233 dan 

1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia. 

Suatu perjanjian baru menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi dua 

ketentuan pokok. Pertama, tujuan perjanjian tersebut harus memiliki dasar yang 

layak atau patut. Kedua, perjanjian tersebut wajib memenuhi syarat sah. 

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian ditandai dengan: 

a. adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; 

b. kecakapan hukum untuk membuat perikatan;  

c. objek tertentu; dan  

d. kausa yang halal.83  

Agar suatu perjanjian sah, maka harus dipenuhi syarat subjektif (vide: poin 1 dan 

2) serta syarat objektif (vide: poin 3 dan 4). Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, 

maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan ketidak terpenuhinya syarat 

objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (null and void). Kesepakatan 

dalam kontrak menuntut adanya kebebasan kehendak dari para pihak, sehingga 

tidak boleh terdapat tekanan atau paksaan yang menimbulkan cacat kehendak. 

Dengan demikian, pernyataan sepakat mencerminkan kesesuaian kehendak antara 

para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. 

Landasan hukum mengenai perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1313 

KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum 

di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

 
83 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 
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lebih. Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema berpendapat bahwa kontrak 

merupakan suatu perbuatan hukum yang lahir dari persesuaian kehendak, yakni 

dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum yang memuat maksud 

bersama yang saling bergantung dari dua pihak atau lebih untuk menimbulkan 

akibat hukum, baik bagi salah satu pihak, kedua belah pihak, maupun pihak ketiga. 

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika seseorang berjanji 

kepada pihak lain, atau ketika dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. 

Sedangkan Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk 

menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud adalah timbulnya hak 

dan kewajiban, dan apabila kesepakatan itu dilanggar, maka akan menimbulkan 

konsekuensi hukum.84 

Selanjutnya dalam bagian ini akan dibahas secara khusus tentang 

Derdenbeding. Dalam hukum kontrak dikenal apa yang disebut dengan asas 

personalitas. Asas ini  dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata 

yang menyatakan “perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya 

(overeenkomsten zijn alleen van kracht tusschen de handelende partijen).” 

Dengan demikian, asas ini menekankan bahwa kontrak atau perjanjian tidak 

menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain di luar para pihak yang terikat di 

dalamnya. Akan tetapi, asas tersebut mengenal pengecualian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1317 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan: 

 
84 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 

Pertama) (UII Press, 2013), hlm. 60. 
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“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, jika suatu 

perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang 

lain, mengandung syarat semacam itu (men kan ook ten behoeve van een 

derde iets bedingen, wanneer een beding, hetwelk men voor zich zelven 

maakt, of eene gift die men aan ander doet, zulk eene voorwaarde bevat).” 

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas memberikan kemungkinan adanya 

perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam ketentuan ini, para pihak 

dimungkinkan untuk memasukkan klausula bahwa perjanjian yang mereka buat 

juga berlaku bagi pihak ketiga. Jenis perjanjian semacam itu dikenal dengan istilah 

derdenbeding.85 

 Adapun sebagai contoh dari penerapan perjanjian derdenbeding tersebut 

antara lain dapat ditemukan dalam perjanjian asuransi jiwa. Perjanjian ini pada 

dasarnya dibuat antara tertanggung dengan penanggung, sedangkan pihak 

ketiganya adalah penerima manfaat (beneficiary). Dengan menerima pembayaran 

premi dari tertanggung, penanggung berkewajiban untuk memberikan santunan 

kepada ahli waris tertanggung selaku pihak ketiga apabila tertanggung meninggal 

dunia. Dengan demikian, pada saat kematian tertanggung, penanggung memiliki 

kewajiban prestasi berupa pembayaran santunan kepada ahli waris sebagai 

penerima manfaat.86 

 

  

 
85 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 

Pertama) (UII Press, 2013), hlm. 93. 
86 Ibid. 
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BAB III 

KEDUDUKAN HUKUM SUBKONTRAKTOR DALAM PENUNDAAN 

KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG DIAJUKAN OLEH 

KREDITOR KEPADA PEMILIK PROYEK 

 

Hubungan hukum dalam dunia konstruksi modern pada saat ini melibatkan 

berbagai pihak dengan tingkat keterikatan kontraktual yang berlapis. Dalam suatu 

proyek, umumnya terdapat perjanjian pokok antara pemilik proyek (owner) dengan 

kontraktor utama (main contractor). Dari hubungan hukum ini, kemudian lahir 

perjanjian accessoir (aksesori) berupa kontrak subkontrak antara kontraktor utama 

dengan subkontraktor. Posisi subkontraktor secara yuridis menjadi menarik untuk 

dianalisis karena meskipun memiliki peran vital dalam pelaksanaan proyek, 

kedudukannya sering kali dianggap sekunder dan hanya sebagai pelengkap dari 

kontrak pokok. 

Ketika terjadi permasalahan keuangan, khususnya dalam hal penundaan 

kewajiban pembayaran utang (PKPU), persoalan mengenai apakah subkontraktor 

dapat bertindak sebagai kreditor yang sah terhadap pemilik proyek menimbulkan 

problematika hukum. Secara normatif, subkontraktor tidak memiliki hubungan 

kontraktual langsung dengan pemilik proyek, melainkan dengan kontraktor utama. 

Namun demikian, secara faktual, keterlambatan atau kegagalan pembayaran dari 

pemilik proyek kepada kontraktor utama berdampak langsung pada tertundanya hak 

subkontraktor. 

Analisis mengenai kedudukan hukum subkontraktor ini menjadi penting, 

mengingat bahwa dalam praktik, sengketa pembayaran dalam proyek konstruksi 
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sering berujung pada mekanisme PKPU. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya 

memberikan pemahaman teoretis mengenai posisi hukum subkontraktor dalam 

kerangka perjanjian pokok dan perjanjian accessoir, akan tetapi juga dapat 

berkontribusi pada upaya mencari solusi hukum yang lebih adil dan memiliki 

kemanfaatan bagi pihak-pihak yang rentan dirugikan dalam dunia konstruksi. 

Adapun perjanjian pokok merupakan perjanjian yang bersifat prinsipil 

karena memiliki kemandirian dan dapat berdiri sendiri, sehingga keberadaannya 

tidak bergantung pada perjanjian lain. Bahkan, seringkali lahirnya suatu perjanjian 

pokok kemudian diikuti oleh terbentuknya perjanjian lain yang bersifat tambahan. 

Sebagai perjanjian yang mandiri, keberlakuan perjanjian pokok tetap tunduk pada 

ketentuan mengenai syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUH Perdata.87 

Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian pokok dapat dipahami sebagai 

perjanjian yang lahir dari kesepakatan para pihak dan memiliki karakteristik 

tertentu. Perjanjian ini bersifat mandiri serta mampu berdiri sendiri, sehingga 

hanya dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Selain itu, perjanjian 

pokok juga sering kali menjadi dasar lahirnya perjanjian-perjanjian lain yang 

bersifat pelengkap, sehingga posisinya dapat dianggap sebagai induk bagi 

perjanjian tambahan yang mengikutinya. Keberadaan perjanjian pokok pada 

dasarnya bersandar pada kesepakatan para pihak yang terlibat, dan dalam 

 
87 Triana Dewi Seroja dan Winda Fitri, “Perjanjian Pokok dan Perjanjian Hak Tanggungan 

dikaitkan dengan Asas Pelengkap,” Journal of Law and Policy Transformation 4, no. 1 (2019): 148–

62, https://doi.org/10.37253/jlpt.v4i1.455, hlm. 152. 
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pelaksanaannya tunduk pada asas kebebasan berkontrak. Artinya, setiap orang 

berhak membuat perjanjian sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku.88 

Sedangkan, kontrak accessoir (aksesori) adalah kontrak yang bergantung 

pada keberadaan dan keberlakuan kontrak utama. Kontrak accessoir tidak memiliki 

keberlakuan otonom, melainkan hanya timbul dan tetap eksis selama perjanjian 

utama berlangsung.89 Kemudian J. Satrio, menjelaskan bahwa accessoir adalah 

perjanjian yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian ini 

lahir karena adanya perjanjian utama, dan keberlangsungannya juga akan berakhir 

atau hapus apabila perjanjian pokoknya berakhir.90 

Sejalan dengan itu, Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani berpendapat bahwa 

perjanjian accessoir merupakan suatu bentuk perjanjian atau perikatan bersyarat, di 

mana keberlakuan maupun kebatalannya sangat bergantung pada terpenuhinya atau 

tidak terpenuhinya syarat, kondisi, atau keadaan yang ditetapkan dalam perjanjian 

pokok yang melandasinya. Oleh karena itu, perjanjian accessoir tidak dapat berdiri 

sendiri. Meskipun dalam praktik terdapat keadaan di mana pengalihan hak atas 

prestasi dari perjanjian pokok oleh kreditor kepada pihak ketiga juga 

mengakibatkan beralihnya perjanjian accessoir kepada pihak ketiga tersebut. 

 
88 Ibid, hlm. 153. 
89 Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 32. 
90 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan 

dan Perikatan Tanggung Menanggung (Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 54. 
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Dengan demikian, perjanjian accessoir pada hakikatnya bersifat tambahan dan 

memiliki keterikatan erat dengan perjanjian pokok.91 

A. Makna Debitor Memiliki 2 (Dua) Kreditor atau Lebih dalam Persyaratan 

Permohonan PKPU  

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan PKPU mendefinisikan kreditor sebagai orang yang mempunyai piutang karena 

perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.92 Definisi 

ini menegaskan tiga unsur: adanya piutang, dasar hukum timbulnya piutang 

(perjanjian atau undang-undang), dan kemungkinan penagihan melalui mekanisme 

pengadilan. 

Bahwa definisi tersebut bersandar pada konstruksi hukum perikatan dalam 

KUH Perdata, yakni sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1233 yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa perikatan lahir dari perjanjian atau undang-undang, 

dan prestasinya dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat 

sesuatu (vide: Pasal 1234).93 Dengan demikian, “kreditor” dalam arti umum adalah 

subjek hukum yang memiliki hak tagih (claim) terhadap debitor dari suatu 

hubungan perikatan, baik bersumber dari kontrak maupun non-kontraktual 

(undang-undang). 

Adapun dalam hukum Kepailitan dan PKPU Indonesia, kedudukan 

kreditor adalah tidak homogen. Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang 

 
91 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia (Raja Grafindo 

Persada, 2000), hlm. 205. 
92 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 
93 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 
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Kepailitan dan PKPU dan KUH Perdata mengenal structured creditors (struktur 

para kreditor), sebagai berikut: 

a. Kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (gadai, 

fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan kebendaan lain). Kreditor ini 

pada asasnya berhak mengeksekusi jaminan “seolah-olah tidak terjadi 

kepailitan” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1),94 namun hak eksekusi 

itu ditangguhkan paling lama 90 hari sejak putusan pailit sebagaimana 

ketentuan Pasal 56 Undang-undang Kepailitan & PKPU,95 dan dibatasi 

ketentuan Pasal 59 tenggat eksekusi setelah keadaan insolvensi.96 

b. Kreditor preferen (istimewa), yaitu kreditor yang diistimewakan oleh undang-

undang karena sifat piutangnya (misalnya upah buruh, pajak, biaya perkara), 

dengan dasar pengaturan utama, yakni sebagaimana diatur pada Pasal 

1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.97 

c. Kreditor konkuren (biasa), yaitu semua kreditor yang tidak memegang jaminan 

kebendaan khusus dan tidak diberi keistimewaan oleh undang-undang. Mereka 

berbagi pari passu pro rata parte atas sisa harta pailit setelah pelunasan 

separatis dan preferen, berlandaskan asas jaminan umum (vide: Pasal 1131) 

dan asas paritas creditorium (vide: Pasal 1132 KUH Perdata).98 

 
94 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk 

Wetboek). 
98 Jamillah, “Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas Jaminan Benda Milik Debitur,” 

Jurnal Mercatoria 10, no. 2 (2017): 137, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1150, hlm. 142-

143. 
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Struktur kreditor ini penting untuk memetakan hierarki pelunasan dalam 

kepailitan yakni: pertama separatis (sebatas nilai agunan), berikutnya preferen 

(umum/khusus), kemudian konkuren secara proporsional.99 Kerangka ini 

mengoperasionalkan prinsip dasar bahwa seluruh harta debitor menjadi jaminan 

umum bagi seluruh perikatannya (vide: Pasal 1131 KUH Perdata), 

dengan pengecualian bagi mereka yang diberi hak didahulukan oleh undang-

undang atau jaminan kebendaan.100 Di samping itu, kualifikasi ini penting dalam 

menentukan urutan pembayaran dalam proses PKPU dan juga pembagian harta 

pailit. Dari sudut pandang teori hukum, pengertian Kreditor dalam PKPU dan 

Kepailitan juga harus dilihat dari pendekatan fungsi sosial hukum kepailitan dan 

PKPU, di mana bukan sekadar mekanisme eksekusi massal, tetapi juga instrumen 

redistribusi risiko dan keadilan antar pihak. 

Warren dan Westbrook dalam kerangka pemikiran Bankcruptcy Law di 

Amerika Serikat menyatakan pada pokoknya bahwa kepailitan berperan dalam 

menyelesaikan, “creditor collective action problem,” yaitu persoalan ketika 

kreditor-kreditor berebut aset secara individual tanpa sistem yang 

terkoordinasi.101 Dengan demikian, sistem hukum perlu mendefinisikan secara 

ketat siapakah yang dimaksud dengan Kreditor dan bagaimana posisi hukum 

mereka diatur secara adil. 

 
99 Mochamad Januar Rizki, “Tiga Jenis Kreditur dalam Perkara Kepailitan,” Hukumonline, 

Agustus 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-kreditur-dalam-perkara-

kepailitan-lt62e895eda0096. 
100 Jamillah, “Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas Jaminan Benda Milik Debitur,” 

hlm. 139. 
101 Elizabeth Warren and Jay L Westbrook, The Law of Debtors and Creditors: Text, Cases, 

and Problems, 7th ed. (Aspen Publishers, 2014), hlm. 23-25. 
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Dalam perspektif teori creditor’s bargain, hukum kepailitan dibangun atas 

asumsi bahwa kreditor ex ante (untuk masa datang) akan lebih memilih mekanisme 

kolektif dibandingkan penagihan individual. Oleh karena itu, eksistensi kreditor 

tidak hanya dipahami sebagai pihak yang menagih utang, tetapi juga sebagai bagian 

dari mekanisme distribusi nilai secara adil di antara para pemegang klaim. 

Penelitian Marpi dkk, menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditor 

menjadi dasar utama sistem kepailitan, dengan tujuan menjaga prinsip keadilan, 

kepastian hukum, serta efisiensi dalam penyelesaian sengketa utang-piutang.102 

Selain itu, dalam literatur common law secara terminologis mendefinisikan 

bahwa “creditor” sebagai “a person to whom a debt is owing,” di mana 

pengertiannya menekankan pada relasi utang-piutang yang bersifat personal antara 

kreditor dan debitor.103 Adapun dalam perspektif insolvency policy, UNCITRAL 

Legislative Guide on Insolvency Law menggunakan istilah “creditor(s)” untuk 

merujuk setiap pemegang klaim terhadap debitor (termasuk secured dan 

unsecured), dan menekankan tujuan sistem kepailitan untuk memastikan treatment 

yang adil, efisien, dan transparan bagi seluruh kreditor sambil memaksimalkan nilai 

harta debitor.104 Pedoman ini sering dijadikan rujukan reformasi hukum kepailitan 

dan pembentukan praktik terbaik (best practices) dalam penanganan tagihan atau 

klaim dari kreditor.105 

 
102 Yapiter Marpi et.al., “Legal Protection of Creditors Constitutional Rights as Citizens 

Due to Debtor Insolvency,” KnE Social Sciences, advance online publication, 5 Januari 2024, 

https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14776. 
103 The Law Dictionary, “Creditor,” 2025, https://thelawdictionary.org/creditor/. 
104 United Nations Commission on International Trade Law, ed., Legislative Guide on 

Insolvency Law (United Nations, 2005). 
105 Leif M. Clark, “UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law on the Treatment of 

Enterprise Groups: Updating the World Bank Principles,” conf. paper presented pada Insolvency 

and Creditor/Debtor Regimes, The World Bank, Washington DC, Task Force Meetings, The 
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Bahwa secara teoretis, status kreditor melampaui sekadar penamaan 

hukum, mencerminkan suatu kerangka alokasi risiko dan prioritas. Hal ini dapat 

dilihat dari perbedaan karakteristik dan perlakuan terhadap tiga jenis kreditor 

utama. Kreditor separatis menghadapi risiko residu yang terbatas pada nilai agunan. 

Jika hasil likuidasi agunan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, maka 

sisa tagihan yang tidak tertutup oleh agunan tersebut akan diubah statusnya menjadi 

piutang konkuren.  

Sebaliknya, kreditor preferen mendapatkan prioritas berdasarkan ketentuan 

normatif yang diatur dalam undang-undang. Prioritas ini diberikan untuk 

melindungi kepentingan sosial tertentu, seperti hak-hak pekerja atau penerimaan 

negara, sehingga tagihan mereka harus dibayar lebih dahulu daripada tagihan 

konkuren. 

Sementara itu, kreditor konkuren menanggung risiko kolektif atas harta 

pailit secara keseluruhan. Kondisi ini menuntut adanya suatu prosedur 

kolektif (collective proceeding) guna mencegah “perlombaan ke pengadilan” (race 

to the courthouse) yang tidak teratur, sehingga dapat memastikan distribusi aset 

yang adil dan proporsional. Struktur ini sejalan dengan tujuan utama Undang-

Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yakni untuk 

mencegah perebutan aset debitor dan mendorong penyelesaian utang yang teratur 

di bawah pengawasan kurator dan pengadilan.106 

 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 10 Januari 2011, 

https://www.iiiglobal.org/file.cfm/159/docs/uncitrallegislativeguideupdatingworldbankprinciples.p

df. 
106 Zifa Jessica Fitri, “Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan ini!,” Desember 2022, 

https://rechtsvinding.bphn.go.id/?berita=701&page=artikel&utm. 
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Selain dari tinjauan yang telah diuraikan di atas, para sarjana atau ahli 

hukum di Indonesia juga memiliki perspektif mengenai kedudukan kreditor dalam 

hukum kepailitan dan PKPU. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa kreditor 

dalam kepailitan tidak dapat dipisahkan dari asas pari passu pro rata 

parte sebagaimana tercermin dalam Pasal 1132 KUH Perdata.107 Ia menegaskan 

bahwa hukum kepailitan hadir sebagai mekanisme kolektif untuk menyeimbangkan 

kepentingan antar kreditor, mencegah perebutan harta debitor, dan menjaga prinsip 

keadilan distributif.108 

Lebih lanjut, Hadi Shubhan memandang bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan adanya 

2 (dua) kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor. Pensyaratan adanya 

minimal 2 (dua) kreditor tersebut memberikan makna bahwa kepailitan dan PKPU 

merupakan pranata untuk melakukan penyelesaian utang debitor terhadap beberapa 

kreditor karena jika hanya memiliki 1 (satu) kreditor saja, maka kepailitan dan 

PKPU akan kehilangan maknanya sebagai collective proceeding tool. Adanya 

persyaratan lebih dari 1 (satu) kreditor tersebut lah yang merupakan penormaan dari 

asas paritas creditorium dan asas pari passu pro rata parte.109  

Selanjutnya Munir Fuady menyampaikan dimensi praktis dengan 

menjelaskan bahwa kreditor dalam konteks kepailitan tidak hanya ditentukan oleh 

perjanjian, tetapi juga dapat lahir karena undang-undang, termasuk hubungan 

 
107 Syahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan, hlm. 45-47. 
108 Ibid, hlm. 102-104. 
109 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Edisi 

Pertama, Cetakan Ke-8 (Kencana, 2023), hlm. 71. 
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hukum di luar kontrak (misalnya dalam kasus ganti kerugian atau perbuatan 

melawan hukum/PMH).110 Ia menegaskan perlunya keseimbangan antara hak tagih 

kreditor dan kepentingan debitor agar kepailitan tidak hanya menjadi alat represif, 

akan tetapi juga memberi peluang restrukturisasi.111 

Bahwa frasa “mempunyai dua atau lebih kreditor” eksplisit dinyatakan 

dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berkaitan dengan syarat pernyataan pailit, 

dan dalam perkara permohonan PKPU nyata-nyata telah diatur dalam Pasal 

222 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:112 “Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh 

Kreditor.” 

Sehubungan dengan hal tersebut, secara konseptual yang dipersoalkan 

adalah pluralitas kreditor secara de facto. Artinya, terdapat minimal 2 (dua) subjek 

hukum yang memiliki klaim atau piutang terhadap debitor, di mana piutang tidak 

harus semuanya jatuh tempo pada saat permohonan PKPU diajukan karena Pasal 

222 ayat (3) ketentuan undang-undang tersebut berbicara juga mengenai proyeksi 

ketidakmampuan membayar. 

Adapun pluralitas tersebut senyatanya tidaklah menuntut:  

1. adanya pengakuan debitor;   

2. keseragaman jenis piutang; atau   

3. adanya hubungan hukum antar kreditor.  

 
110 Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, hlm. 34-36. 
111 Ibid, hlm. 211-212. 
112 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 
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Akan tetapi, yang esensial ialah klaim yang “dapat dinyatakan dalam uang” dan 

bersifat dapat ditagih terhadap debitor.113 Yurisprudensi dan literatur menegaskan, 

bahwa dalam pengajuan permohonan PKPU oleh kreditor, status adanya utang dan 

adanya kreditor lain harus dapat dibuktikan secara sederhana.114 

Sedangkan pada prinsipnya, hakim berwenang menerapkan asas 

pembuktian sederhana dengan berlandaskan pada asas peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penerapan asas ini 

semestinya sejalan dengan tujuan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan PKPU, yakni agar proses penyelesaian baik perkara kepailitan 

maupun PKPU dapat dilakukan secara lebih cepat, adil, dan transparan. Dengan 

demikian, asas pembuktian sederhana relevan untuk diterapkan dalam pemeriksaan 

permohonan PKPU sebagai wujud pencapaian asas dan tujuan tersebut.115 

Bahkan lebih dari itu, mengenai syarat minimal terdapat 2 (dua) kreditor 

sebagaimana dimaksud ternyata juga diatur secara tegas dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020, tanggal 29 April 2020 tentang 

Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan 

 
113 Moch. Dani Pratama Huzaini, “Perihal Utang dan Perkembangan Definisinya dalam 

Proses Kepailitan,” Hukumonline, 16 Juni 2023, 

http://www.hukumonline.com/stories/article/lt6489f0b16b3f4/perihal-utang-dan-perkembangan-

definisinya-dalam-proses-kepailitan/. 
114 Fitri Novia Heriani, “Memahami Konsep Pembuktian Sederhana dalam Sengketa 

Pailit/PKPU,” Hukumonline (Jakarta), 13 Maret 2024, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-konsep-pembuktian-sederhana-dalam-

sengketa-pailit-pkpu-lt65f1653d00575/?page=3. 
115 Andani dan Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang,” hlm. 654. 
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Kewajiban Pembayaran Utang,116 yakni mengenai syarat permohonan PKPU oleh 

Kreditor, dinyatakan bahwa: “Bukti awal adanya utang pada 2 (dua) atau lebih 

Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.” 

Dengan demikian, makna “dua kreditor atau lebih” adalah pluralitas subjek 

pemegang piutang terhadap debitornya yang sama, berdasar kontrak atau undang-

undang yang secara prima facie dapat dibuktikan secara sederhana yakni dengan 

adanya underlying berupa dokumen perjanjian, tagihan, putusan/sengketa 

pajak/ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. 

 

B. Kedudukan Hukum Subkontraktor yang Notabene Tidak Memiliki 

Hubungan Hukum Kontraktual secara Langsung dengan Pemilik Proyek 

dalam Permohonan PKPU yang Diajukan oleh Kreditor 

Keberadaan subkontraktor memegang peranan penting dalam penyelesaian 

pekerjaan dalam praktik bisnis konstruksi, meskipun secara yuridis hubungan 

hukum mereka tidak selalu langsung dengan pemilik proyek. Umumnya, 

subkontraktor terikat pada kontrak dengan kontraktor utama, sedangkan hubungan 

dengan pemilik proyek hanya bersifat tidak langsung. Kondisi ini menimbulkan 

persoalan yuridis ketika terjadi sengketa atau permasalahan pembayaran, 

khususnya dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). 

Permasalahan utama yang muncul adalah apakah subkontraktor yang tidak 

memiliki hubungan kontraktual secara langsung dengan pemilik proyek dapat 

menempatkan diri sebagai kreditor lainnya dalam permohonan PKPU. Hal ini 

 
116 Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan 

Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

Legis. No. 109 (2020), hlm. 9, 10, 12, 13, dan 14. 
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berkaitan erat dengan asas privity of contract, di mana hanya pihak-pihak yang 

terikat dalam kontrak yang memiliki hak dan kewajiban secara langsung. Namun 

demikian, dalam realitasnya, subkontraktor seringkali menjadi pihak yang 

dirugikan apabila pemilik proyek gagal memenuhi kewajibannya kepada kontraktor 

utama yang berimbas pada tidak terpenuhinya pembayaran kepada subkontraktor. 

Adapun pengertian Kreditor adalah pihak yang memiliki hak tagih terhadap 

debitor berdasarkan suatu perjanjian atau ketentuan undang-undang (vide: Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). 

Kreditor dapat berbentuk individu, badan hukum, atau lembaga negara yang 

memiliki piutang kepada pihak lain. Dalam teori hukum perikatan, kedudukan 

kreditor berkaitan erat dengan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat ditagih 

terhadap pihak tertentu yang terikat dalam hubungan hukum.117 Dalam konteks 

hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia, pengertian Kreditor tidak hanya sebatas 

pihak yang memiliki tagihan yang jatuh tempo, tetapi juga mencakup jenis dan 

kualifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 6 Undang-

Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pengertian ini 

memperluas cakupan Kreditor, tidak hanya kepada Utang yang lahir dari kontrak, 

tetapi juga dari ketentuan undang-undang.  

Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedudukan hukum subkontraktor 

dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor menjadi penting, tidak hanya 

untuk menelaah aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga 

untuk melihat bagaimana norma, doktrin, dan praktik peradilan memberikan 

 
117 Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 32. 
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perlindungan terhadap kepentingan subkontraktor sebagai pihak yang secara nyata 

telah memberikan kontribusi pada proyek. 

Meskipun posisi subkontraktor secara kontraktual berada di luar hubungan 

hukum langsung dengan pemilik proyek, akan tetapi kontrak subkontraktor 

sebagaimana perkara No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby yang menjadi 

studi dalam penelitian tesis ini senyatanya adalah bersifat turunan atau aksesori 

(accessoir), namun Majelis Hakim dalam perkara a quo telah menyatakan dalam 

pertimbangan hukumnya bahwa penunjukan subkontraktor oleh kontraktor utama 

(main-contractor) yang notabene telah diketahui oleh pemilik proyek (debitor) serta 

adanya manfaat langsung (beneficial ownership) yang diterima pemilik proyek 

(debitor) dari pekerjaan Subkontraktor, sehingga menimbulkan hubungan hukum 

yang cukup untuk menegaskan kedudukan Subkontraktor sebagai kreditor. Lebih 

lanjut dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengutip pendapat ahli Prof. 

Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H. C.N., yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

tanggung jawab pembayaran dapat ditelusuri melalui perilaku para pihak dalam 

kontrak, termasuk siapa yang memberi pekerjaan, menunjuk pelaksana, melakukan 

negosiasi, dan menerima manfaat pekerjaan. Oleh karena itu, tagihan Subkontraktor 

dapat dibebankan langsung kepada Pemilik Proyek sebagai debitor, dan keberadaan 

mereka sebagai kreditor dalam perkara PKPU dianggap sah meskipun masih 

terdapat perdebatan mengenai jumlah utang. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan 

hukum kreditor dengan debitor dapat terbentuk tidak hanya dari perjanjian 
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langsung, tetapi juga melalui keterikatan fungsional dan faktual dalam pelaksanaan 

proyek.118 

Bahwa terdapat beberapa situasi di mana Subkontraktor dapat dianggap 

sebagai kreditor dalam konteks kepailitan dan PKPU, meskipun tanpa adanya 

hubungan kontraktual langsung, terutama apabila ia dapat membuktikan adanya 

piutang yang timbul dari pekerjaan yang dilakukan di bawah perintah kontraktor 

utama (main-contractor). Meskipun demikian, proses pembuktian ini seringkali 

tidak mudah, dan masih terdapat perdebatan di kalangan praktisi hukum mengenai 

syarat dan kondisi yang harus dipenuhi oleh subkontraktor untuk dapat mengajukan 

permohonan PKPU di Pengadilan Niaga. 

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh John Rawls mengenai Prinsip 

Perbedaan (Difference Principle) yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial 

dan ekonomi hanya dapat diterima jika mereka memberikan keuntungan terbesar 

bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Dalam hal ini Rawls 

menekankan bahwa ketidaksetaraan tersebut hanya adil jika mereka memberikan 

kontribusi positif terhadap kesejahteraan kelompok yang paling miskin dan 

marginal.119 Adapun mengenai pengambilan keputusan mengenai pembuktian 

sederhana dalam perkara PKPU, sudah sepatutnya Hakim dalam menjatuhkan 

putusan tidak hanya menguntungkan kelompok kaya atau berkuasa, sehingga harus 

mempertimbangkan dampak terhadap semua kelompok masyarakat termasuk 

mereka yang kurang beruntung. 

 
118 Putusan No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga.Sby, hlm. 60-61. 
119 Rawls, A Theory of Justice, Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, hlm. 65-75. 
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Pembuktian mengenai status Subkontraktor sebagai kreditor Termohon 

dalam kaitannya dengan Lump Sum Contract Agreement dalam Permohonan PKPU 

menimbulkan pertanyaan hukum lain yang memerlukan pembuktian lebih 

mendalam. Hal ini berkaitan dengan apakah Umah Bali dan Subkontraktor lainnya 

memenuhi syarat sebagai kreditor sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 

8 ayat (4).120 Mengingat adanya ambiguitas terkait legal standing Para 

Subkontraktor, pada dasarnya Para Subkontraktor yang di dalamnya termasuk 

Umah Bali tidak dapat dikategorikan sebagai Kreditor dari Termohon PKPU 

(Pemilik Proyek).121 

Kontrak Subkontraktor bersifat aksesori terhadap perjanjian pokok, yaitu 

Lump Sum Agreement. Dalam kasus konstruksi ini, kontrak antara Pemohon PKPU 

dan Para Sub-Kontraktor serta Nominated Sub-Contractor (NSC) merupakan 

kontrak aksesori yang terikat pada perjanjian pokok (Lump Sum Agreement). 

Berdasarkan fakta bahwa Umah Bali berperan sebagai Subkontraktor yang bekerja 

di bawah koordinasi dan tanggung jawab Pemohon PKPU (PT Tunas Jaya Sanur), 

maka tagihan dari Umah Bali semestinya ditujukan kepada Pemohon 

PKPU/Kontraktor Utama. Dengan demikian, Umah Bali tidak dapat dianggap 

sebagai Kreditor yang terpisah yang menambah jumlah Kreditor Termohon PKPU. 

Artinya, jika Pemohon PKPU dapat membuktikan adanya piutang terhadap 

Termohon PKPU, maka Termohon (in casu Pemilik Proyek selaku Debitor) hanya 

memiliki satu kreditor yang sah, yaitu PT Tunas Jaya Sanur. Pembuktian dalam 

 
120 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 
121 Putusan No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga.Sby, hlm. 22. 
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kasus ini menjadi rumit karena Pemohon PKPU mencampuradukkan kewajiban 

Pemohon PKPU kepada Para Subkontraktor dengan upaya mengalihkan kewajiban 

tersebut menjadi tanggung jawab Termohon PKPU/Pemilik Proyek, padahal 

kewajiban tersebut sebenarnya tidak ada. Kompleksitas pembuktian ini juga tampak 

pada ketidakjelasan legal standing Umah Bali dan Para Subkontraktor lainnya 

sebagai Kreditor dari Termohon PKPU (Pemilik Proyek). Ambiguitas mengenai 

status hukum Umah Bali dan Para Subkontraktor lainnya sebagai Kreditor 

mengindikasikan bahwa permohonan PKPU ini tidak dapat dibuktikan secara 

sederhana. Ketidakjelasan ini menuntut adanya pemeriksaan lebih lanjut yang tidak 

sesuai dengan prinsip pembuktian sederhana dalam proses PKPU. Selain itu, 

perselisihan yang signifikan terkait kewajiban pembayaran kepada Sub Kontraktor 

juga menegaskan bahwa pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana.122 

 Bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Putusan a quo di atas, 

Pemilik Proyek selaku Debitor telah menolak kedudukan Subkontraktor selaku 

Kreditor lainnya dalam Permohonan PKPU. Karena menurut Debitor, perkara 

tersebut hanya memiliki 1 (satu) Kreditor dan tidak dapat dibuktikan secara 

sederhana sebagaimana dipersyaratkan pada ketentuan Pasal 1 angka (2) jo. Pasal 

2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4).123 Oleh karena kedudukan para Sub-Contractor 

bekerja di bawah koordinasi dan tanggung jawab Kreditor asal yang dalam hal ini 

menjadi Main-Contractor (Kontraktor Utama), maka menurut Pemilik Proyek 

selaku Debitor dalam perkara a quo, tagihan dari para Sub-Contractor seharusnya 

 
122 Ibid, hlm. 23. 
123 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 



 

 

 

74 

ditujukan kepada Kreditor asal yang dalam hal ini sebagai Main-Contractor. 

Namun demikian, Majelis Hakim perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya 

menyatakan pada pokoknya sebagai berikut. 

Dalam permohonannya, Pemohon PKPU (in casu Kontraktor Utama selaku 

Kreditor asal) menyatakan bahwa selain memiliki utang kepada Pemohon PKPU, 

Debitor/Termohon PKPU (in casu Pemilik Proyek) juga memiliki utang kepada 

Kreditor lain, yaitu Umah Bali, sebuah usaha milik pribadi Bapak Gidion Ricky 

Wibowo, SE., yang berlokasi di Jl. Seridana 7B No.11, Banjar Umasari, Desa 

Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Umah Bali 

berperan sebagai Sub-Kontraktor yang ditunjuk oleh PT. CPSS sebagai Project 

Manager atas permintaan Pemilik Proyek untuk melakukan pekerjaan pengadaan 

dan instalasi barang pada proyek pembangunan Resort and Villas “Impiana Ubud 

Project” dengan nilai proyek Rp2.684.598.760,- (Dua miliar enam ratus delapan 

puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh 

Rupiah) sesuai dengan Site Instruction (SI) Nomor: 1085-58 tertanggal 1 April 

2019 mengenai Nominated Sub Contract - Curtain and Drapery (bukti surat P-

33).124 

Selanjutnya, berdasarkan bukti surat P-30 berupa Minutes of Meeting 

(MoM) dan Daftar Hadir tertanggal 20 Februari 2024, Pemohon PKPU telah 

melakukan penyesuaian tingkat suku bunga, sehingga jumlah tunggakan yang 

semula sebesar Rp57.203.895.072,- (termasuk bunga 12%) menjadi 

Rp53.034.694.001,- (termasuk bunga 8,5%). Pemohon PKPU (in casu Kontraktor 

 
124 Putusan No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, hlm. 56. 
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selaku Kreditor asal) juga menyatakan bahwa jumlah tersebut adalah utang 

Termohon PKPU/Debitor sebagai Pemberi Kerja atau Pemilik Proyek kepada 

Pemohon PKPU/Kontraktor selaku Kreditor asal, termasuk juga kepada 9 

(sembilan) Sub-Kontraktor lainnya, termasuk Umah Bali. Para Sub-Kontraktor 

tersebut merupakan pihak yang dipilih atau dinominasikan langsung oleh 

Termohon PKPU/Pemilik Proyek untuk melaksanakan pekerjaan melalui 

Nominated Sub-Contractor (NSC) berdasarkan Site Instruction (SI) yang 

diterbitkan oleh PT. CPSS selaku Project Manager.125 

Majelis Hakim perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya telah 

sependapat dengan keterangan ahli Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, SH., MH. CN, yang 

menyatakan bahwa, “Debitor yang berkewajiban untuk membayar adalah Pemberi 

Kerja, maka dia memiliki hubungan langsung apalagi negosiasinya langsung 

kemudian penunjukkannya langsung, berarti di situ ada hubungan hukum antara 

dari Pemberi Kerja dengan Sub-Contractor, karena memang banyak kontrak karya 

yang masuk ranah Kepailitan dan PKPU, seperti di mana PT. Waskita Beton 

Precast memiliki Kreditor yang berasal dari Sub-Contractor - Sub-Contractor 

dan/atau Vendor yang terdaftar dan diakui,” dengan demikian Sub-Contractor 

dapat menjadi Kreditor dalam perkara PKPU. Lebih lanjut, menurut pendapat Ahli 

Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, SH., MH. CN., untuk melihat keberadaan tanggung 

jawab pembayaran dapat dilihat dari ‘perilaku’ dalam kontrak perjanjian, adapun 

perilaku yang dimaksud Ahli ada 4 (empat) macam, yaitu: 

a. siapa yang memberikan kerja; 

 
125 Ibid. 
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b. siapa yang memilih daripada orang yang akan berkontrak; 

c. siapa yang berkewajiban membayar; dan 

d. siapa yang menerima manfaat (Beneficial Ownership) atas pekerjaan. 

Oleh karena itu, dari pendapat Ahli ini dapat disimpulkan bahwa Pemilik 

Proyek sebagai penerima manfaat (Beneficial Ownership) atas pekerjaan yang telah 

diselesaikan oleh Para Sub-Contractor adalah Termohon PKPU (in casu Pemilik 

Proyek selaku Debitor), sehingga sudah sewajarnya Pemilik Proyek yang 

bertanggung jawab atas pembayaran Kreditor lain sebagai Sub-Contractor.126 

Adapun sejalan dengan itu, terdapat pemikiran dari Doug Rendleman 

(Huntley Professor dari Washington and Lee University School of Law) yang 

menawarkan kerangka penilaian bagi pengadilan dengan mengajukan pertanyaan 

kunci, yaitu: 

a. apakah pemilik proyek menerima manfaat? 

b. apakah manfaat itu diperoleh dengan mengorbankan subkontraktor? 

c. apakah enrichment tersebut bersifat tidak adil (unjust)? dan 

d. apakah klaim tagihan akan berdampak pada kepailitan di mana pemilik 

proyek harus terlindungi dari pembayaran ganda (double payment)?127 

Dalam pada itu, Rendleman mendukung pendekatan yang fleksibel dan 

kontekstual, yakni Subkontraktor dapat memperoleh quantum meruit terhadap 

pemilik proyek, khususnya ketika pemilik proyek pada faktanya belum membayar 

kontraktor utama. Dengan demikian, klaim subkontraktor terhadap pemilik proyek 

 
126 Ibid, hlm. 57. 
127 D. Rendleman, “Quantum Meruit for the Subcontractor: Has Restitution Jumped Off 

Dawson’s Dock?,” Texas Law Review 79, no. 7 (2001), 

https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlufac/87/. hlm. 2057-2059, 2072. 
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sesungguhnya menjalankan fungsi korektif untuk mencegah unjust 

enrichment terhadap pemilik proyek.128 

Istilah quantum meruit merupakan bahasa Latin yang menurut kamus 

hukum artinya adalah:129 

“As much as he deserved. In pleading. The common count in an action of 

assumpsit for work and labor, founded on an implied assumpsit or promise 

on the part of the defendant.” (terjemahan bebasnya: sebanyak yang pantas 

dia dapatkan. Dalam permohonan. Gugatan umum dalam gugatan assumpsit 

atas pekerjaan dan tenaga kerja, didasarkan pada assumpsit atau janji yang 

tersirat dari pihak tergugat). 

Quantum meruit dikenal dalam sistem common law yang berfungsi 

mencegah unjust enrichment, terutama ketika kontrak formal gagal atau tidak 

sah.130 Prinsip ini berakar pada gagasan bahwa seseorang tidak boleh diperkaya 

secara tidak adil atas biaya pihak lain, sehingga meskipun tidak ada kontrak secara 

langsung, namun pihak yang memberi manfaat berhak atas kompensasi.131 

Bahwa pendukung doktrin unjust enrichment mungkin telah mengadopsi 

pandangan yang terlalu sempit tentang hukum kontrak yang bertentangan dengan 

narasi historis. Istilah ‘quasi-kontrak’ sering disamakan dengan kontrak yang 

disimpulkan secara fiktif. Faktanya, liabilitas yang diakibatkan oleh 

ketidakmampuan kontraktual, kontrak yang gagal dan tidak dapat diberlakukan, 

serta quantum meruit dapat dibenarkan oleh kontrak yang nyata, alih-alih kontrak 

 
128 Ibid. 
129 The Law Dictionary, “Quantum Meruit,” 2025, 

https://thelawdictionary.org/?s=Quantum+meruit. 
130 Warren Swain, “Contract and Unjust Enrichment: Lessons from History?,” dalam 

Rethinking Unjust Enrichment, 1 ed., ed. oleh Warren Swain dan Sagi Peari (Oxford University 

PressOxford, 2023), https://doi.org/10.1093/oso/9780192874146.003.0002. 
131 J. Nadler, “Unjust enrichment in law and equity,” University of Toronto Law Journal 

74, no. 4 (2024): 385–407, https://doi.org/10.3138/utlj-2024-0021. 
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fiktif. Alasan mengapa pemikiran kontraktual terpinggirkan bukanlah karena klaim-

klaim ini tidak dapat dianggap sebagai klaim kontraktual, tetapi karena pengaruh 

model klasik dari kontrak.132 

Lebih lanjut, pembahasan mengenai klaim quantum meruit oleh 

subkontraktor terhadap pemilik proyek meskipun tidak ada hubungan kontraktual 

langsung. Rendleman menggunakan kasus hipotetis AsbestOut v. Homeowner – 

hipotesis tersebut berlandaskan pada putusan perkara Haz-Mat Response, Inc. v. 

Certified Waste Services Ltd., 910 P.2d 839 (Kan. 1996) – untuk menyoroti 

persoalan utama apakah pemilik proyek dapat dituntut atas dasar klaim 

tagihan ketika kontraktor utama gagal membayar subkontraktor.133 Pokok analisis 

berfokus pada ketegangan antara prinsip umum unjust enrichment dengan 

kebutuhan pembatasan. Banyak pengadilan menolak klaim subkontraktor dengan 

alasan ketiadaan privity of contract (keterikatan kontrak), namun Doug Rendleman 

menilai pendekatan ini terlalu kaku dan menutup jalan bagi keadilan substantif.134 

Dalam penerapan hukum di Indonesia, meskipun istilah quantum 

meruit tidak dikenal dalam civil law system, akan tetapi esensinya secara tersirat 

dapat ditemukan dalam asas umum perikatan, yaitu  pada ketentuan Pasal 1359 

KUH Perdata, yang menyatakan: 

“Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah 

dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap 

perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan 

penuntutan kembali.” 

 
132 Swain, “Contract and Unjust Enrichment.” 
133 Rendleman, “Quantum Meruit for the Subcontractor: Has Restitution Jumped Off 

Dawson’s Dock?”, hlm. 2055-2056. 
134 Ibid, hlm. 2061-2064. 
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Kemudian dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata, sebagai berikut: 

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di 

dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan 

dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.” 

Meskipun istilah quantum meruit tidak dikenal secara eksplisit dalam 

sistem hukum perdata Indonesia, akan tetapi substansinya tetap hadir melalui asas 

umum perikatan dalam KUH Perdata. Hal ini tercermin dalam Pasal 1359 KUH 

Perdata tersebut yang menekankan prinsip bahwa setiap pembayaran harus 

memiliki dasar utang yang sah, serta Pasal 1339 KUH Perdata tersebut yang 

menegaskan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada hal-hal yang tertulis, 

tetapi juga pada kewajiban yang lahir dari keadilan, kebiasaan, dan ketentuan 

undang-undang. Dengan demikian, konsep quantum meruit secara implisit telah 

diakomodasi dalam hukum perdata Indonesia melalui pengaturan yang 

menekankan pada asas keadilan dan kepatutan dalam perikatan. 

Selain itu, terkait dengan dalil Termohon PKPU/Pemilik Proyek yang 

menyatakan bahwa fakta atau keadaan perkara ini tidak dapat dibuktikan secara 

sederhana dengan alasan masih adanya perselisihan pekerjaan konstruksi antara 

Termohon PKPU selaku Pemberi Kerja dengan Pemohon PKPU/Kontraktor selaku 

Penerima Kerja, di mana Termohon PKPU berpendapat bahwa Sub-Contractor 

tidak dapat dijadikan sebagai Kreditor dari Termohon PKPU, maka Majelis Hakim 

menyatakan bahwa dalil Termohon PKPU tersebut tidak beralasan. Oleh karena 

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, tentang dalil 

Termohon PKPU yang menyatakan masih adanya perselisihan pekerjaan 

konstruksi tersebut ternyata perselisihannya adalah perselisihan tentang jumlah 
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utang, yang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU, dan 

tentang dalil Termohon PKPU yang menyatakan Sub-Contractor tidak dapat 

dijadikan sebagai Kreditor dari Termohon PKPU, telah pula dipertimbangkan 

bahwa Sub-Contractor bersama-sama Kontraktor Utama (dalam kedudukan 

masing-masing) berhak untuk menagih pembayaran kepada Pemberi Kerja yaitu 

Pemilik Proyek selaku Debitor.135 

Dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut, Majelis Hakim 

menyatakan dengan tegas bahwa Pemilik Proyek dalam hal ini Debitor sebagai 

Penerima Manfaat (beneficiary) atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Para 

Sub-Contractor, sehingga sudah sewajarnya Pemilik Proyek selaku Debitor yang 

bertanggung jawab atas pembayaran Kreditor lain sebagai Sub-Contractor. Bahwa 

Majelis Hakim yang menjatuhkan Putusan PKPU dalam perkara No. 27/Pdt.Sus-

PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, sehingga dapat dikatakan telah sejalan dengan Teori 

Keadilan John Rawls yang menekankan bahwa ketidaksetaraan hanya adil jika 

mereka memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan kelompok yang 

marginal, atau dengan kata lain ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika 

memberikan manfaat bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam kasus 

sebagaimana dimaksud, para Subkontraktor yang menjadi kelompok yang marginal 

atau paling kurang beruntung mendapatkan manfaat yang berkeadilan atas Putusan 

PKPU yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim. 

Adapun pembahasan mengenai pokok persoalan terkait “masih adanya 

perselisihan pekerjaan konstruksi” sebagaimana dimaksud dalam putusan perkara 

 
135 Putusan No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, 27, hlm. 60-61. 
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PKPU a quo, memang terdapat preseden dalam perkara kepailitan yang dalam 

putusannya menyatakan hal tersebut adalah merupakan kategori pembuktian yang 

tidak sederhana, yakni sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga 

dalam perkara PT Boedi Oetomo Saksi melawan PT Ramaco Gerbang Mas, 

Nomor: 32/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor: 030 K/N/2006, yang dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut. 

PT Boedi Oetomo Saksi adalah kontraktor untuk pekerjaan interior, 

mekanikal, dan elektrikal proyek McDonald’s Restaurant di Bandung Trade Center 

dengan nilai kontrak Rp2.290.670.000,00 berdasarkan Surat Perintah Kerja dari PT 

Ramaco Gerbang Mas. Setelah menyelesaikan sekitar 36,5881% pekerjaan, PT 

Boedi Oetomo Saksi mengajukan tagihan pada 24 April 2003 senilai 

Rp629.934.250,00, yang terdiri dari termin pertama sebesar 25% 

(Rp572.667.500,00) ditambah pajak pendapatan 10%. Namun, PT Ramaco 

Gerbang Mas hanya membayar Rp300.000.000,00 sehingga masih ada sisa 

Rp329.934.250,00.136 

PT Ramaco Gerbang Mas kemudian mengajukan exceptio non adimpleti 

contractus, dengan alasan bahwa PT Boedi Oetomo Saksi tidak pernah 

melaksanakan pekerjaan interior McDonald’s, melainkan dikerjakan oleh pihak 

lain bernama Gunardi Hardjakusuma, yang bukan subkontraktor resmi dari PT 

Boedi Oetomo Saksi. Pengadilan Niaga menilai bahwa klaim exceptio non 

adimpleti contractus tersebut membutuhkan pembuktian yang rumit, khususnya 

 
136 Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di 

Indonesia, hlm. 145. 
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untuk menilai apakah kedua belah pihak benar-benar wanprestasi dan sejauh mana 

kerugian yang ditimbulkan. Karena itu, perkara semacam ini tidak dapat 

diselesaikan melalui mekanisme pembuktian sederhana, melainkan harus melalui 

gugatan perdata biasa.137 

Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan judex facti bahwa 

perkara ini menyangkut perselisihan kompleks mengenai siapa yang melakukan 

wanprestasi. PT Boedi Oetomo Saksi menganggap PT Ramaco Gerbang Mas lalai 

membayar, sementara PT Ramaco Gerbang Mas menilai PT Boedi Oetomo Saksi 

gagal memenuhi kewajibannya. Oleh karena pembuktian tidak sederhana, 

Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan PT Boedi Oetomo Saksi.138 

Dengan demikian, perkara kepailitan tersebut menegaskan bahwa sengketa 

yang masih menyisakan perbedaan klaim atas “tidak pernah dilaksanakannya 

pekerjaan” bukanlah termasuk dalam perkara yang dapat diselesaikan dengan 

mekanisme kepailitan, karena membutuhkan pembuktian yang mendalam dan tidak 

sederhana. Oleh karena itu, jalur yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan 

tersebut adalah melalui gugatan perdata biasa, berbeda halnya jika ternyata 

perselisihannya tentang jumlah utang dalam hal permohonan PKPU yang diajukan 

oleh pihak kreditor, maka sudah sepatutnya penyelesaiannya berlanjut pada forum 

PKPU sementara. 

Selain itu, mengenai apakah klaim tagihan akan berdampak pada hukum 

kepailitan di mana pemilik proyek harus terlindungi dari pembayaran ganda (double 

 
137 Ibid, hlm. 146. 
138 Ibid. 
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payment) kepada subkontraktor sebagaimana pemikiran dari Doug Rendleman 

tersebut di atas, maka PKPU dalam hal ini Pengurus dan Hakim Pengawas dapat 

menjadi pelindung daripada kekahawatiran tersebut, di mana dalam putusan 

homologasi No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby telah ternyata disebutkan 

dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:139 

“Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tertanggal 09 

Desember 2024 - Hakim Pengawas pada pokoknya menyampaikan, bahwa 

pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 di Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Surabaya telah dilaksanakan Rapat Pembahasan 

Proposal Perdamaian / Voting yang mana dihadiri oleh Debitor dan Para 

Kreditor dan kuasanya, yaitu: 

1.  PT. Tunas Jaya Sanur, dengan nilai tagihan: 47.385.602.718,00; 

2.  Umah Bali, dengan nilai tagihan: 1.182.748.424,00; 

3.  PT. Villas Hotel, dengan nilai tagihan: 10.672.251.902,30; 

4.  PT. Mimba Jaya Utama, dengan nilai tagihan: 12.064.798,00; 

5.  UD. Independent Technic, dengan nilai tagihan: 559.876.623,00; 

6.  PT. Mitra Haente Diesel, dengan nilai tagihan: 26.182.775,00; 

7.  Impiana Ubud Ltd, dengan nilai tagihan: 312.353.108.167,00; 

8.  PT. Mardika Griya Prasta, dengan nilai tagihan: 

2.004.659.662,00;...dst.” 

“Bahwa berdasarkan hasil dari voting pada tanggal 09 Desember 2024 Para 

Kreditor secara menyeluruh menyetujui Proposal Perdamaian yang diajukan 

oleh Debitor dengan persentase kuorum sebesar 100% dari kreditur yang 

hadir. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 281 Undang-undang Nomor 

37 tentang Kepailitan dan PKPU, maka proposal perdamaian dapat 

diterima;” 

 

 Bahwa dari apa yang telah dinyatakan dalam Putusan pengesahan 

homologasi tersebut di atas, yang antara lain menyatakan proposal perdamaian dari 

debitor telah disetujui oleh 100% seluruh kreditor, di mana dari seluruh kreditor 

yakni berjumlah 8 (delapan) kreditor yang tagihannya telah diverifikasi dan 

dinyatakan diterima serta diakui oleh Pengurus dan juga telah disetujui oleh Hakim 

 
139 Putusan Homologasi No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby (Pengadilan Niaga 

pada PN Surabaya Desember 2024), hlm. 7-8. 
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Pengawas, Para Subkontraktor adalah mayoritas dari jumlah seluruh Kreditor, 

namun jumlahnya memang belum mewakili dari 2/3 dari nilai tagihan seluruh 

kreditor, yaitu: 

1) Umah Bali, nilai tagihan: Rp 1.182.748.424,00; 

2) PT Mimba Jaya Utama, nilai tagihan: Rp 12.064.798,00; 

3) UD Independent Technic, nilai tagihan: Rp 559.876.623,00; 

4) PT Mitra Haente Diesel, nilai tagihan: Rp 26.182.775,00; dan 

5) PT Mardika Griya Prasta, nilai tagihan: Rp 2.004.659.662,00. 

Adapun nilai tagihan tersebut telah dipisahkan atau dipecah dengan nilai 

tagihan yang sesuai dari Perjanjian Pokok antara Kontraktor Utama (Main-

Contractor) in casu PT Tunas Jaya Sanur, dan Pemilik Proyek in casu PT Impiana 

Ubud Bali, di mana nilai tagihan telah disesuaikan sehingga Pemilik Proyek 

terlindungi dari pembayaran ganda (double payment). Oleh karena itu, Pemilik 

Proyek hanya diwajibkan untuk membayar tagihan kepada Kontraktor Utama 

selaku Kreditor asal yaitu sebesar Rp47.385.602.718,00, di mana besaran tersebut 

notabene adalah nilai setelah dikurangi dari nilai tagihan dari Para Subkontraktor 

sebagaimana tersebut di atas. 

Di samping itu, sebagaimana isi dari putusan mengenai pengesahan 

perdamaian (homologasi) tersebut, dapat terlihat bahwa mekanisme penyelesaian 

yang ditempuh dalam perkara ini memberikan jalan keluar yang relatif adil bagi 

para pihak. Hampir seluruh para subkontraktor – kecuali satu subkontraktor yaitu 

PT Mardika Griya Prasta yang pembayaran piutangnya direstrukturisasi bersamaan 

dengan kontraktor utama/PT Tunas Jaya Sanur – yang dalam hal ini memperoleh 
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pelunasan piutangnya dari debitor seketika setelah perjanjian homologasi 

ditandatangani, sehingga posisi mereka sebagai kreditor tetap terlindungi meskipun 

secara formal tidak memiliki hubungan kontraktual secara langsung dengan pemilik 

proyek. Di sisi lain, kontraktor utama juga memperoleh pembayaran uang muka 

(down payment) hampir sebesar 50%, yang menjadi bagian penting dalam menjaga 

kelangsungan usaha (going concern).140 

Skema perdamaian tersebut menunjukkan adanya upaya kompromi yang 

seimbang antara kepentingan pemilik proyek selaku debitor, kontraktor utama 

selaku kreditor asal, dan para subkontraktor selaku kreditor lain. Dengan 

tercapainya kesepakatan homologasi, sengketa dapat diselesaikan secara damai 

tanpa harus berlanjut ke proses kepailitan yang berpotensi merugikan semua pihak. 

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa perdamaian dalam pranata PKPU bukan 

hanya instrumen hukum formal, melainkan juga sarana untuk menghadirkan 

keadilan substantif melalui distribusi pembayaran yang lebih proporsional dan 

mengedepankan asas kelangsungan usaha (going concern). 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kedudukan hukum Subkontraktor 

dalam perkara permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor merupakan isu 

penting yang menuntut keseimbangan antara prinsip formil privity of contract 

dengan realitas praktik bisnis konstruksi. Putusan pengadilan, dalam hal ini perkara 

No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, menunjukkan bahwa Subkontraktor 

dapat diakui sebagai kreditor sepanjang terbukti adanya hubungan hukum 

fungsional dan adanya manfaat langsung yang diterima oleh si Pemilik Proyek. 

 
140 Ibid, hlm. 13-15. 
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Namun demikian, ambiguitas mengenai legal standing Subkontraktor tetap 

menimbulkan kompleksitas dalam pembuktian, sehingga menuntut kehati-hatian 

hakim dalam memastikan keadilan substantif, sehingga interpretasi hukum terhadap 

ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat 

(1) dan (3) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU 

haruslah seiring dan sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang mengusung 

konsep Justice as Fairness di mana keadilan dipahami bukan sekadar sebagai 

kesetaraan formal, melainkan sebagai sistem yang memastikan bahwa setiap orang 

memiliki kesempatan yang adil dan bahwa ketidaksetaraan sosial-ekonomi hanya 

dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling lemah (difference 

principle). Di samping itu, interpretasi hukum terhadap pasal tersebut juga harus 

memegang teguh prinsip pencegahan unjust enrichment. Adapun pengakuan 

terhadap klaim tagihan dari Subkontraktor kepada Pemilik Proyek tanpa hubungan 

kontraktual secara langsung pada akhirnya bukan hanya soal legalitas formal, 

melainkan juga instrumen untuk menjaga nilai keadilan distributif yang 

sesungguhnya mengutamakan perlindungan hukum bagi pihak yang paling tidak 

beruntung atau yang dianggap marginal dalam rangka penyelesaian perkara melalui 

pranata PKPU ini. 

Selain itu, guna menghindari perdebatan hukum mengenai kedudukan 

hukum subkontraktor dalam pengajuan PKPU kepada pemilik proyek, maka 

sejatinya subkontraktor dapat memperoleh penguatan kedudukannya sebagai 

kreditor apabila perjanjian antara pemilik proyek dan kontraktor secara tegas 

mencantumkan ketentuan yang memberikan hak kepada subkontraktor untuk 
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menuntut pemenuhan kewajiban dari pemilik proyek. Ketentuan ini dikenal dalam 

hukum perdata sebagai derdenbeding (janji untuk kepentingan pihak ketiga) yang 

merujuk pada suatu perjanjian di mana pihak-pihak dalam kontrak menetapkan 

suatu manfaat atau hak bagi pihak ketiga yang tidak secara langsung turut 

menandatangani kontrak. Ketentuan ini secara eksplisit terdapat dalam Pasal 1317 

KUH Perdata. 

Di samping diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata tersebut, mengenai 

derdenbeding juga diatur dalam Pasal 1318 KUH Perdata yang memperluas efek 

hukum perjanjian kepada ahli waris dan penerima hak, serta Pasal 1234 KUH 

Perdata yang menjelaskan bahwa perikatan dapat berupa kewajiban “memberikan 

sesuatu” atau “berbuat sesuatu.” Dengan menggabungkan Pasal 1317, Pasal 1318 

dan Pasal 1234 KUH Perdata tersebut, maka secara sistematis hukum perdata 

Indonesia memungkinkan adanya positive covenant (kewajiban untuk melakukan 

suatu tindakan tertentu) yang bersifat derdenbeding. Hal tersebut sejalan dengan 

asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. 

Dengan demikian, pengakuan atas status subkontraktor sebagai kreditor 

dalam perjanjian derdenbeding mencerminkan bentuk perlindungan hukum yang 

juga sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang mengusung konsep justice as 

fairness khususnya prinsip perbedaan (difference principle), yang dapat dikaitkan 

dengan teori creditors’ bargain dan pendekatan value-based account serta prinsip 

pencegahan unjust enrichment.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. PKPU dimaksudkan sebagai instrumen penundaan utang debitor terhadap lebih 

dari satu kreditornya. Jika hanya terdapat satu kreditor, maka tujuan PKPU 

sebagai mekanisme kolektif (collective proceeding tool) akan kehilangan 

esensinya. Persyaratan pluralitas kreditor ini pada hakikatnya merupakan 

perwujudan dari asas paritas creditorium serta asas pari passu pro rata parte. 

Dengan demikian, persoalan mengenai kedudukan hukum subkontraktor dalam 

permohonan PKPU serta makna frasa “debitor memiliki dua kreditor atau 

lebih” menegaskan pentingnya memahami keseimbangan antara aspek 

normatif dan realitas praktik bisnis konstruksi. PKPU bukan sekadar instrumen 

hukum formal, tetapi merupakan mekanisme kesepakatan kolektif yang 

bertujuan menjaga asas keadilan agar kreditor yang rentan dirugikan 

terlindungi, serta memastikan tercapainya penyelesaian utang melalui 

penundaan pembayaran berjalan secara adil, sederhana, cepat, dan transparan. 

2. Kedudukan hukum subkontraktor dalam permohonan PKPU tidak semata-mata 

ditentukan oleh adanya hubungan kontraktual langsung dengan pemilik 

proyek, melainkan juga oleh fakta adanya manfaat nyata yang diterima pemilik 

proyek (beneficial ownership) dari pekerjaan yang dilakukan oleh 

subkontraktor. Di samping itu, kedudukan hukum subkontraktor akan lebih 

kuat sebagai kreditor dalam hal kontrak yang ditandatangani antara pemberi 

kerja (pemilik proyek) dan kontraktor secara eksplisit menyebutkan bahwa 

subkontraktor diberikan hak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban pemberi 
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kerja (pemilik proyek), sebagaimana dikenal dalam hukum perdata dengan 

istilah derdenbeding. Pengakuan atas posisi subkontraktor sebagai kreditor 

merupakan wujud perlindungan hukum yang sejalan dengan teori keadilan 

John Rawls (gagasan difference principle) yang dapat dihubungkan dengan 

teori creditors’ bargain dan value-based account, serta prinsip pencegahan 

unjust enrichment, sehingga PKPU tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme 

hukum formal, melainkan juga instrumen distribusi keadilan yang merupakan 

bagian dari justice as fairness guna melindungi pihak-pihak yang paling rentan 

dalam praktik bisnis konstruksi. 

B. Saran 

1. Kepada Mahkamah Agung RI agar putusan No. 27/Pdt.Sus-

PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, tanggal  06 Agustus 2024 ditentukan sebagai 

landmark decisions yang didokumentasikan oleh Mahkamah Agung RI supaya 

menjadi satu panduan bagi para hakim setelahnya, sehingga dapat memberikan 

rasa kemanfaatan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan Masyarakat. 

2. Kepada kontraktor perlu memperhatikan penyusunan kontrak dengan 

menerapkan perjanjian derdenbeding dengan pihak pemilik proyek sebagai 

penerima manfaat (beneficiary) yang memasukkan klausul pihak ketiga, yaitu 

subkontraktor agar menjadi instrumen perlindungan hukum yang berimbang, 

supaya subkontraktor tidak harus bergantung pada kontraktor jika akan 

mengajukan PKPU kepada pemilik proyek, sehingga posisi subkontraktor 

menjadi lebih kuat sebagai kreditor atau dengan kata lain dapat menjadi kreditor 

asal dalam hal pengajuan permohonan PKPU kepada pemilik proyek (pemberi 

kerja). 
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